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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 1982, PBB telah mengeluarkan Konvensi Hukum Laut atau
United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS). Berdasarkan
hal tersebut, Luas wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau,
mencapai 8,4 juta km2. Sementara, perairan Indonesia luasnya mencapai 6,4
juta km? yang terbagi atas perairan kepulauan Indonesia 3,11 km?, laut
teritorial 0,29 juta km?, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3 juta km?, dan garis
pantai yang mencapai 108 ribu km.! Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan
dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua
Nugini, Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietham.

Dari beberapa perbatasan laut, wilayah Laut Natuna Utara menjadi

salah satu wilayah perbatasan | ang-memiliki potensi yang sangat besar

dan strategis bagi Indonesia, k dari aspek sumber kekayaan alam
maupun aspek ekonominya. La atuna Utara yang sebelum tahun 2017
disebut Laut China Selatan; ber a perairan Selat Karimata, Laut Natuna
menjadi salah satu Wilayah gelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI)? dengan potensi perikanan mencapai 504,21 ribu ton
setiap tahunnya, Jumlah tersebut hampir mencapai setengahnya dari potensi
keseluruhan (Perairan SelatKarimaia, taut Natuna, Laut Natuna Utara) yang
potensinya diperkirakan Qr%r%apy Mﬂ jUta—tonper-tahun.® Potensi
perikanar;r )%NQIMvAnenyebabkan kapal mugﬁ\s{&ngkan memasuki
wilayaf-taut Natuna Utara untuk menangkap ikan dengan-dikawal oleh kapal
pemerintahnya. Dengan adanya klaim sepihak dari Tiongkok berupa Nine
Dash Line di Laut China Selatan yang beririsan dengan ZEE Indonesia
menyebabkan kapal ikan berbendera Tiongkok pun seringkali menangkap

ikan di sekitar wilayah Laut Natuna Utara dengan dikawal kapal coast guard

Mabes TNI AL. 2018. “Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang
Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe”. Jakarta: Mabes TNI AL. Hal 31.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014

tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. “SKPT Natuna”. Diakses pada Kamis, 4 Februari 2022
pada pukul 01.20 WIB, Sumber: https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/ 1181-skpt-Natuna.
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ataupun kapal perang Tiongkok. Penyebutan nama Laut China Selatan
menjadi Laut Natuna Utara, bagi Indonesia merupakan upaya untuk
mempertegas kedaulatan dan batas laut Indonesia sesuai dengan UNCLOS
1982, meski belum disahkan oleh badan International Hydrographic
Organization (IHO). Potensi lainnya adalah sumber daya minyak bumi dan
gas yang sangat melimpah. Pemerintah mencatat bahwa Blok East Natuna
mengandung 222 triliun kaki kubik (tcf) gas di tempat atau Initial Gas in Place
(IGIP) dengan 46 tcf cadangan terbukti, bahkan terdapat sekitar 36 juta barel
minyak bumi di wilayah tersebut. Selain itu, Laut Natuna Utara merupakan
pintu masuk dari arah utara jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I
yang merupakan jalur perdagangan sangat strategis dengan rata-rata jumlah
kapal yang menggunakan jalur tersebut mencapai 1000 kapal per hari. 4
Selain itu, Laut Natuna Utara masih menyimpan permasalahan terkait
belum adanya kesepakatan ZEE perbatasan laut dengan negara Vietnam.
Mencermati perkembangan lingkunogan strategis, khususnya dalam aspek
pertahanan negara, pemerintahT berupaya menjamin keamanan dan
kedaulatan di wilayah tersebut."Dalem hal keamanan di laut, saat ini terdapat
13 institusi penegak hukum“di laut yang terdiri dari 6 lembaga yang memiliki
satuan tugas (Satgas) patroli ditlaut dan 7 lembaga lainnya tidak memiliki
satgas patroli di laut. Institusi penegak hukum yang memiliki satgas patroli di
laut terdiri dari institusi militer yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut (TNI AL) dan institusi-nonmiliter yang terdiri dari Kepolisian Perairan
(Polair), Kementerian Keuéngéﬁ‘j(\[g‘;t}én ﬁea Cukai), Kementerlan Kelautan
dan Penkanan[I I(ﬁén@awasan Sumber Da% \&(ﬂzfautan dan _Périkanan /
PSDKP);,-Kementerian Perhubungan (Kesatuan Penjagaan-tautdan Pantai /
KPLP) dan Badan Keamanan Laut Rl (Bakamla). Keenam lembaga penegak
hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut
secara sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan

Peraturan Perundang-undangannya masing-masing.> Namun, pada 11 Maret

4 Angelia, Diva. 2021. “Potensi Besar Kekayaan Laut Natuna”. Diakses pada Jumat, 5 Februari
2022 pada pukul 01.20 WIB, Sumber:
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/12/18/mengintip-potensi-kekayaan-laut-natuna.

5 Wasisto, Gentur. 2015. “Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”. Diakses pada Jumat,



2022 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13
tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan hukum
di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang
mempertegas Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut. Salah
satu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah patroli
terkoordinasi yang diselenggarakan oleh Badan dan / atau institusi terkait (7
institusi yang memiliki armada patroli) dengan penegak hukum negara lain di
kawasan berdasarkan perjanjian kerjasama secara bilateral atau
multilateral.®

Sedangkan dalam hal menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan
bangsa merupakan tugas dari TNI yang berkomitmen untuk mencegah
negara asing menduduki dan menguasai wilayah kedaulatan Indonesia,
melalui penerapan strategi pertahanan defensif aktif yang selalu
mengutamakan diplomasi secara damal sebagai upaya pertama dalam

pertahanan.’” Pertahanan negar rupakan segala upaya mempertahankan

kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keselamatan negara dari

ancaman dan gangguan. Dala elakukan pertahanan negara, Indonesia
menganut sistem pertahanan ifat 'semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya serta dipersiapkan
secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,
terarah dan berkelanjutan. Tentunya penyelenggaraan pertahanan negara
harus mengacu pada kehijakan pertahanan negara.®

Kementerian Pertahgnan tele nﬂ“@ngeluarkan kebijakan pertahanan
negara pz;r(ﬁ B‘JTAM\&:%M tahun 2022 yang M@h% ﬁe\r(m katan‘penyiapan
dan—prefesionalisme pertahanan dan keamanan, penguatan kerjasama
pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN dan negara
lainnya, pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus

disesuaikan kebutuhan, penyiapan wilayah pertahanan pada pulau-pulau

8

14 Mei 2022, Pukul 01.20 WIB, Sumber:
https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan,
Keselamatan, dan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Departemen Perhananan RI. 2008. “Buku Putih Pertahanan”. Jakarta: Departemen Pertahanan

RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.



besar dengan kemandirian daerahnya masing-masing, penguatan coastal
missile defence system dan coastal surveillance system dan penekanan
dalam penyinkronisasian tata ruang pertahanan serta pengevaluasian dan
perbaikan pada seluruh satuan kerja Kementerian Pertahanan dan TNI.°
Pelaksanaan kebijakan pertahanan tersebut, terutama di Laut Natuna
Utara dapat dilakukan dalam bentuk diplomasi militer sebagai bagian dari
diplomasi pertahanan yang mendukung kebijakan luar negeri dalam
memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan
hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi, yaitu dengan
melakukan kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan, baik dalam
bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran personel dan kegiatan saling
kunjung. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan satu sama
lain, mencari solusi dan kesepakatan damai dalam menangani isu-isu
kawasan yang menjadi perhatian kedua belah pihak serta dapat

meningkatkan kapabilitas pértahanan negara.'®

TNI yang merupakan K onen utama dalam penyelenggaraan

pertahanan negara, pada dasa telah melakukan upaya diplomasi dan
kerjasama dengan angkatan b njata negara lain pada forum bilateral

maupun multilateral  dengan nnsip  saling menghormati, saling

menguntungkan dan tidak mencampuri urusan internal dalam negeri. Adapun

bentuk diplomasi militer yang telah dilakukan oleh TNI sebagai berikut.!*

a. Pertemuan (Meeting) adalah bentuk diplomasi militer yang dilakukan
oleh-pemimpin tertin@gl mittiter maufs\m para-staf mititer, dalam bentuk.
forumﬂt\ar?lablﬁﬂgyang membahas ke%l&grﬁk\é&pakatan maupun
rencana kerjasama di bidang militer. Pertemuan “int-dapat dijadikan
sarana perundingan untuk membahas kesepakatan dalam mengatasi

suatu permasalahan, baik pada tingkat regional maupun global.!?

10

11
12

Adyatama, Egi. 2022. “7 Arahan Prabowo Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga
Penguatan TNI”. Diakses pada hari Selasa, 1 Maret 2022, pukul 23.11 WIB, Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/1552137/7-arahan-prabowo-soal-pertahanan-2022-bahaya-
separatisme-hingga-penguatan-tni.

Kementerian Pertahanan RI. 2014. “Buku Putih Pertahanan Indonesia”. Jakarta: Kementerian
Pertahanan RI.

Puskersin TNI. 2019. “Diplomasi Militer TNI Tahun 2019-2024". Jakarta: Mabes TNI.

Ibid



Kunjungan (Exchange Visit) adalah bentuk diplomasi militer berupa
kegiatan saling kunjung pejabat militer antara dua negara untuk
membahas kerjasama pertahanan atau militer. Kegiatan kunjungan
dapat juga dilakukan oleh para staf militer untuk kerjasama maupun
siswa militer untuk bertukar pandangan dan pengalaman.®?

Latihan Bersama (Joint Exercise) adalah bentuk diplomasi militer
yang dilakukan dalam kerangka latihan bersama antara TNI dengan
angkatan bersenjata negara lain yang bertujuan meningkatkan
kemampuan naluri tempur para personel TNI dalam rangka
meningkatkan kemampuan pertahanan (defense capacity) dan juga
dapat menimbulkan efek pencegahan (deterrence effect).14

Patroli Terkoordinasi (Coordinated Patrol) adalah bentuk diplomasi
militer berupa kerjasama pada bidang operasi dengan melaksanakan
patroli secara bersama-sama di wilayah kedaulatan masing-masing
agar tercipta kawasan‘regional yang aman (security enhancement) dan
mencegah seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran.t®

Pendidikan dan Latihan ugation and Training) adalah bentuk
diplomasi militer berupa kerfjasama di bidang pendidikan dan latihan
antara TNI dengan angkatam”bersenjata negara-negara sahabat yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel TNI dalam rangka
meningkatkan kemampuan pertahanan (defense capacity). 6
Penempatan IndoneSIan Llalson Officer (ILO) adalah bentuk
dlplomaSI militerdi tgrt‘agau neglvllé(‘yang bertUJuan untuk memberikan
data, HMNAnteluen bagi kebuMQﬁ A\au Kementerian
Pertahanan dan Kkegiatan protokoler serta Kkeéamanan wilayah
perbatasan dalam rangka untuk membangun kepercayaan dan
persahabatan (confidence building measure), menciptakan kawasan
regional yang aman (security enhancement) dan diplomasi mencegah

konflik (preventive diplomacy).’

13 |bid
4 Ibid
15 |bid
16 |bid
17 Ibid



g. Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB (Peace Keeping) adalah
bentuk diplomasi militer yang bertujuan sebagai penggelaran kekuatan
dan kemampuan diplomasi militer yang bertujuan sebagai representing,
negociating, protecting, reporting dan promoting untuk kepentingan
negara serta mewujudkan perdamaian dunia.®
Melihat dinamika yang terjadi di Laut Natuna Utara yang berbatasan

dengan negara Malaysia dan Vietnam serta bersinggungan dengan nine

dash line yang di klaim sepihak oleh Tiongkok, masih terdapat beberapa
bentuk diplomasi militer yang belum berjalan secara optimal, diantaranya
diplomasi militer melalui patroli terkoordinasi, latihan bersama dan
penempatan ILO pada negara-negara yang memiliki perbatasan di Laut

Natuna Utara. Saat ini, Indonesia, baik dengan Malaysia, Vietham ataupun

Tiongkok belum pernah melaksanakan patroli terkoordinasi maupun latihan

bersama di wilayah Laut Natuna Utara. Sementara penempatan ILO sendiri,

terkait dengan keamanan perba

n diwilayah Laut Natuna Utara saat ini
belum dilaksanakan oleh Indonesia di Malaysia, VVietham dan Tiongkok.
Mencermati kondisi terseb emerintah Indonesia memiliki tanggung
jawab dan wewenang untuk'dap enciptakan stabilitas keamanan kawasan
di wilayah Laut Natuna Utara, m ngat Laut Natuna Utara merupakan salah
satu Jalur ALKI, dimana secara keseluruhan jalur ALKl memiliki potensi nilai
perdagangan sekitar 1,5 juta USD per hari, atau setara dengan sekitar Rp.
22,2 Miliar perhari.® Belum Iaﬂ}l adanya potensi kejahatan, seperti
pembajakan, erdaganga%rﬁjga, malipun kejahatan lintas negara lainnya.
Oleh karérr% ltlﬂ/@%rintah Indonesia pemmr%c%\tllrﬁﬁlkan tiga bentuk
dipiomast-militer yang belum dilaksanakan di wilayah tersebut-yaitu, patroli
terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan ILO pada negara-negara yang
memiliki perbatasan di Laut Natuna Utara sehingga dapat berkontribusi dalam

memperkuat pertahanan negara.

18 |bid
19 Tar

mizi, Tasrief. 2015. Indonesia harus Kembangkan Industri Maritim. Diakses pada Jumat, 4

Maret 2022 pada pukul 11.00 WIB, Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/527479/indonesia-harus-kembangkan-industri-maritim.



Rumusan Masalah
Mencermati uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan
dalam penulisan Taskap ini, yaitu “Bagaimana meningkatkan diplomasi
militer di wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat Pertahanan
Negara?”. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah
yang akan menjadi bahasan untuk dianalisis lebih mendalam, dapat
disampaikan pertanyaan kajian sebagai berikut:
a. Bagaimana upaya diplomasi militer melalui patroli terkoordinasi di
wilayah Laut Natuna Utara?
b. Bagaimana upaya diplomasi militer melalui latihan bersama di wilayah
Laut Natuna Utara?
c. Bagaimana upaya diplomasi militer melalui penempatan ILO di negara-

negara yang memiliki perbatasan di Laut Natuna Utara?

Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Memberikan ga ran dan analisis tentang bagaimana

diplomasi militer di \wilay Lawiy/ Natuna Utara guna memperkuat
Pertahanan Negara.

b. Tujuan. Memberikan s angan pemikiran strategis kepada
pengambil kebijakan tentang diplomasi militer di wilayah Laut Natuna

Utara guna memperkuat Pertahanan Negara.

Ruang Lingkup dan Sist%t‘ﬁ\(aRMMA

a. Rua?w—g HWADaIam penulisan Taslybﬁmpﬁ)gt‘ggi padé diplomasi
mititer di wilayah Laut Natuna Utara dalam bentuk patreti-terkoordinasi,
latihan bersama, dan penempatan ILO yang akan dibahas dengan
peraturan perundang-undangan, teori, serta mempertimbangkan
pengaruh lingkungan strategis. Ketiga bentuk diplomasi militer tersebut
dalam konteks wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dihadapkan
dengan kepentingan negara Malaysia, Vietnam dan Tiongkok yang
dilaksanakan oleh TNI / TNI AL. Upaya mengoptimalkan diplomasi

militer dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama dan



penempatan ILO oleh TNI / TNI AL, diharapkan mampu memperkuat

pertahanan negara.

Sistematika. Dalam Taskap ini penyusunannya menggunakan

sistematika sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

BAB | adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal
penulisan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan
masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika,
metode dan pendekatan, serta pengertian-pengertian yang
dianggap relevan mengenai diplomasi militer di wilayah Laut
Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara.

Bab Il adalah Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini menguraikan
gambaran secara umum mengenai diplomasi militer di wilayah
Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara,
peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis,

dan lingkunganStrat

pada tataran global, regional maupun
nasional yang mempengaruhi diplomasi militer di wilayah Laut
Natuna Utara guna m
Bab Ill adalah Pem

umum mengenai ke

erkwat pertahanan negara.

asap. Pada bab ini, memuat gambaran
an pertahanan negara dan diplomasi
pertahanan khususnya diplomasi militer yang dilakukan oleh
TNI/TNI AL sebagal salah satu bentuk pertahanan negara. Selain

itu juga membahas Dbeberapa permasalahan yang menjadi

M
1pertanyaan kannHyaitu me%‘e‘kai diplomasi mititer melalui patroli

ANHANA SHilayah Laut NaMANEEYA fnan orsama di

wilayah Laut Natuna Utara yang melibatkan négara-riegara yang
memiliki perbatasan dan permasalahan di Laut Natuna Utara serta
penempatan ILO (perwakilan terkait kerjasama keamanan
perbatasan). Pada bahasan permasalahan tersebut akan
dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori yang
relevan dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan
strategis.

Bab IV adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari

penyusunan Taskap yang berisikan tentang simpulan dari



keseluruhan hasil pembahasan dan beberapa rekomendasi yang
diperlukan dalam meningkatkan diplomasi militer di wilayah Laut

Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara.

5. Metode dan Pendekatan

a.

Metode. Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah analisis
kualitatif / deskriptif. Pada pengumpulan data, analisis penyajian data
dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan)
dari data sekunder dan / atau data primer (bila memungkinkan).

Pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap ini
adalah pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dan

analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis.

6. Pengertian

a.

Pertahanan Negara  adalah segala daya dan upaya dalam

menegakkan kedaulatan gara ' dan keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indone seria keselamatan bangsa dan negara
dari berbagai ancaman.dan gangguan.”®
Diplomasi adalah upaya-apaya yang dilakukan dalam menjalin dan
menjaga hubungan internasional melalui perundingan. Diplomasi
merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai
pihak termasuk negosiasi aﬁara wakil-wakil yang sudah diakui sebagai
diplemat: Diplomaspj‘u-gg\ mglrlu’;‘aﬂa(ﬂan upaya-tl e)/a yang dilakukan
pem—]e—ﬁllt\z'!lhl‘glﬂte‘ pegara guna menMM"%ﬁanAdan kepentingan
nastonalnya.?!

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) | adalah rute pelayaran dari

Laut China Selatan yang melalui Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut

20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
21 Setiawan, Asep. 2016. “Teori dan Praktik Diplomasi”. Jakarta: Fakultas lImu Sosial dan limu
Politik Universitas Muhammadiyah.
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Jawa dan Selat Sunda hingga ke Samudra Hindia ataupun
sebaliknya.??

d. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut
aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah pusat dan
daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara

Indonesia.??

€. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah
Republik Indonesia dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan
negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional
dalam menyelesaikan masalah internasional demi menjaga tujuan dan
kepentingan nasional.?

f. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama
tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara

tertulis serta menimbulkan dan kewajiban di bidang hukum publik.?®

DHARMMA
TANHANA MANGRVA

22

23
24
25

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah tentang Hak dan
Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Ibid

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

7.  Umum

Upaya memperkuat pertahanan negara dapat dilakukan dengan
diplomasi militer, yang bertujuan untuk menegakkan dan menjamin
kedaulatan wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah perairan yang
memiliki luas sekitar 6,4 juta km2.5! Berkaitan dengan hal ini, pemerintah
harus melakukan diplomasi militer dengan negara-negara yang memiliki
wilayah perbatasan laut dengan Indonesia, antara lain Malaysia dan
Vietnam, yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara yang memiliki potensi
sumber daya alam begitu besar.

Dalam menyusun Taskap yang mengangkat judul “Diplomasi Militer di

wilayah Laut Natuna Utara a -memperkuat Pertahanan Negara”,

diperlukan tinjauan pustaka se
et.al (2012), kajian pustaka d

al Instrumental input. Menurut Fraenkel
t=menjadi sumber referensi dari suatu
permasalahan khusus atau sifik /dalam sebuah penelitian untuk
memperoleh petunjuk dan pe dingan sesuai dengan permasalahan
yang dibahas, dan juga sebagai data sekunder®? Selain itu, diperlukan
tinjauan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan dasar pijakan
hukum dan legalitas, kerangka teoritis untuk mendapatkan pembenaran
akademis dan ilmiah, Se'ﬁﬂmﬂﬂm&ia sebagai gambaran kondisi saat
i, untu](ANa'qﬂWp‘a mendukung ana\\iil:RN@FpaA memperhatikan
perkembangan tingkangan strategis yang befperngarulisternadap upaya

diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.

8. Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara harus
dilakukan berdasarkan landasan operasional yang baik, benar dan efektif.

Pemerintah sebagai pelaku penyelenggaraan pertahanan negara harus

51 Mabes TNI AL. 2018. “Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang
Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe”. Jakarta: Mabes TNI AL. Hal 31.
52 Punaji Setyosari. 2013. Metode penelitian pendidikan dan pengembangan edisi ke-3. Jakarta:

Kencana Jilid 1

11
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melakukan upaya dan langkah strategis untuk menjamin kedaulatan negara

termasuk di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan daerah perbatasan

dengan negara tetangga Malaysia dan Vietnam. Oleh karena itu, diperlukan

aturan, prosedur dan mekanisme yang mengatur implementasi diplomasi

militer di wilayah Laut Natuna Utara sebagai salah satu kebijakan

pertahanan negara. Beberapa Peraturan perundang-undangan yang terkait

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam undang-undang ini
disebutkan bahwa Indonesia dalam melaksanakan hubungan luar
negeri, harus berpedoman pada asas saling menghormati, kesamaan
derajat dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Selain itu Indonesia juga memiliki kebijakan politik luar negeri yang
bebas aktif dalam melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri, baik
pada tingkat regional maupun internasional. Pelaksanaan diplomasi
militer yang merupakan: bagian dari diplomasi pertahanan adalah
salah satu bentuk hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia, dalam
hal ini TNI berpedoman pada kebijakan politik luar negeri yang bebas
dan aktif dalam melakukan hubungan luar negeri, yaitu bebas
menentukan langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan
nasionalnya dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan atau

sengketa yang terjadl,wt?y mk qugan negara-negara yang memiliki

&‘1\

perbftaﬁxp di WI|anh Caut Natuna Utaﬁ\ AA NG ~RVA
Ungdeamng- Undang Republik Indonesia_ ‘Nemorr=24 Fahun 2000
Tentang Perjanjian Internasional. Negara Indonesia dalam
melaksanakan hubungan luar negeri yang bebas aktif, terutama
dalam menjaga kepentingan nasionalnya perlu melakukan berbagai
upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain,
organisasi internasional maupun subyek hukum internasional lainnya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 ini
merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 yang telah memberikan hak dan

wewenang kepada Presiden untuk melakukan perjanjian internasional
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melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Secara jelas dapat dipahami bahwa wewenang Presiden dan DPR RI
pada proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional
perlu mempertimbangkan faktor lainnya. Pada pelaksanaan diplomasi
militer, terbuka peluang adanya perjanjian-perjanjian internasional
dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation
Agreement) maupun Pengaturan Pelaksanaannya (Implementing
Arrangement), terutama dengan negara-negara yang mempunyai
kepentingan dengan Indonesia, termasuk negara-negara yang
memiliki perbatasan di wilayah Laut Natuna Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini menjelaskan
bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan
seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya

yang dipersiapkan pemerintah secara dini. Penyiapannya dilakukan

secara total, terpadu, terar anberlanjut guna menjaga kedaulatan,

keutuhan wilayah dan ke matan bangsa dan negara dari segala
ancaman dan gangguan. rkaitan dengan hal ini, wilayah Laut
Natuna Utara masih menghadapi beberapa kendala terutama dalam
hal kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan
UNCLOS 1982. Sebagal contoh, adanya klaim sepihak nine dash line
oleh Tiongkok dan bﬁlwﬁﬁemamyj kesepakatan perbatasan dengan
Vietm ﬁilwila hiersebut menyebahkan i rjadi_pelanggaran
batas wilayaﬁ I?)il/é] kapal-kapal asing tbgikz[\i %eﬁ?lfﬁan peénangkapan
ikan dengan dikawal oleh kapal coastguard maupun kapal Angkatan
Laut negara pelanggar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan
diplomasi militer guna memperkuat pertahanan negara dalam
menegakan kedaulatan dan mengatasi pelanggaran-pelangaran yang
terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN merupakan dokumen tentang

rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional jangka panjang
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harus memperhatikan kedaulatan wilayah negara, terutama wilayah
perbatasan. Program pembangunan nasional yang memiliki visi
kemaritiman sebagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Poros
Maritim Dunia (PMD) tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila
tidak didukung adanya jaminan keamanan di wilayah-wilayah
perbatasan yang menjadi kedaulatan Indonesia. Salah satunya adalah
pelaksanaan misi pembangunan nasional mengenai peningkatan
hubungan dalam pergaulan dunia internasional yang menjadi dasar
bagi pengembangan hubungan bilateral dan multilateral Indonesia
dengan negara-negara di kawasan regional dalam mengamankan
semua kepentingan Indonesia, termasuk kepentingan untuk
mengamankan wilayah perbatasan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) IV 2020-2024. RFjI\/IN merupakan acuan yang menjamin
pencapaian visi dan misrpemerintah, serta menjaga konsistensi arah
pembangunan nasional " sesual, RPJPN yang Dberlaku. Visi
pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Indonesia
Berpenghasilan Menengah™ - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan”. Pencapaian visi tersebut diupayakan dapat
diwujudkan melalui tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) memperkuat

ketahanan ekonomJ\ hiltHk fpeﬁtumbuhan yang berkualitas dan

N
berkﬁa\dﬂﬂn (2)\ mengembangkan h7\|/VI16‘1 0 yﬂtuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataarl, (3) memngkatkan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (4) revolusi mental
dan pembangunan kebudyaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6)
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim, (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan
transformasi pelayanan publik. Dalam konteks diplomasi militer, perlu
mencermati agenda pembangunan yang ketujuh, dimana negara wajib
hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa serta

menegakkan kedaulatan negara dengan meningkatkan rasa aman,
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meningkatkan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.
Terkait hal tersebut, maka diplomasi militer di wilayah Laut Natuna
Utara dapat merupakan salah satu upaya penguatan kemampuan
pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024.
Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 dilandasi oleh
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan, lingkungan
hidup, kebiasaan internasional, ketentuan hukum nasional dan
internasional, serta perdamaian dunia, dan diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Hal ini dapat
diwujudkan dengan mengimplementasi kan diplomasi militer kepada
negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Indonesia, dimana
pelaksanaan beberapa bentuk-diplomasi militer terkait permasalahan
yang terjadi di Lauf Natupa Utara, diharapkan dapat memperkuat
pertahanan negara.

Peraturan Panglima TNI'Nemor 42 Tahun 2017 tentang Kerjasama
Internasional di Lingkungan TNI. TNI sebagai pelaksana kebijakan
kerjasama internasional dapat melaksanakan diplomasi militer,
diantaranya melalui kerjasama di bidang militer dan pertahanan guna
meningkatkan hubungan persahabatan dengan Angkatan Bersenjata

negara lain di forum m;ernawonﬁl atas dasar saling menghormati,

sahngwmﬁemuntqukan dan tidak menhc F H tbF n_internal dalam

YA
L=,
.

negert: Peraturan Panglima TNI ini mengamanatkan tertang tujuan
dan sasaran dilaksanakannya kerjasama internasional sebagai bagian
upaya diplomasi militer, yaitu (1) membangun kepercayaan dan
persahabatan (Confidence Building Measure); (2) mengupayakan
diplomasi mencegah konflik (Preventive Diplomacy); (3) meningkatkan
kemampuan militer dan pertahanan (Defense Capacity); (4)
menciptakan keamanan kawasan (Security Enhancement); dan (5)
melaksanakan misi damai dalam memberikan bantuan kemanusiaan
dan penanggulangan bencana, serta pemeliharaan perdamaian dunia

(Humanitarian Assistance, Disaster Relief dan Peace Keeping
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Operation). Oleh karena itu, peraturan ini dapat menjadi dasar bagi
penyelesaian permasalahan di Laut Natuna Utara melalui kegiatan
diplomasi militer yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan
dalam mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Diplomasi. Menurut S.L. Roy (dalam Setiawan: 2016), unsur
utama dalam pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi yang dilakukan
dengan mengutamakan kepentingan negara melalui berbagai tindakan
diplomatik untuk menjamin dan menjalankan kepentingan nasional
secara damai. Upaya memelihara perdamaian dilakukan dengan
mengedepankan kepentingan nasional sebagai tujuan utama dari
sebuah diplomasi.>® Teori ini dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan
diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna Utara.

b. Teori Geopolitik. Sophie autard (2009) mengungkapkan bahwa

geopolitik merupakan ket itan interaksi antara ruang dan politik,
serta teritorial dan ' indi . teori menekankan bahwa seluruh
permasalahan ditumpuka ada aspek geografi yang mungkin
digunakan untuk menganalisis situasi dan kondisi saat ini dengan
memahami keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Dapat

dikatakan bahwa keberadaan suatu bangsa tergantung pada
kemampuannya megﬁm%qwn nguasai situasi, kondisi geografi
danfm%n ?&kltarnya 54 Situasi-di pe ﬁ@ﬁv aut Natuna Utara
tentunya terkaN gengan situasi dan kon i—geopslitik di_kawasan,
sehingga teori geopolitik ini dapat di jadikan dasar pembenaran secara
akademis dan ilmiah bagi penyelesaian permasalahan di kawasan.

c. Teori Stabilitas Kawasan. Suatu entitas kawasan membutuhkan
kestabilan kawasan yang kuat dalam menjamin terlaksananya
hubungan antar negara dengan baik. Pencapaian kestabilan

keamanan di kawasan memerlukan berbagai kerjasama yang saling

53 Setiawan, Asep. 2016. “Teori dan Praktik Diplomasi”. Jakarta: Fakultas [Imu Sosial dan limu
Politik Universitas Muhammadiyah.
5 Chautard, Sophie. 2009. “La Geopolitique. 2e edition”. Studyrama.
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menguntungkan agar lingkungan kawasan dapat menjadi aman dan
damai. Konsep tentang stabilitas kawasan diungkapkan oleh Jhon
Spanier (1984) yang menyebut bahwa stabilitas kawasan adalah
adanya kesepakatan di antara negara-negara mengenai perbedaan-
perbedaan dengan tujuan untuk mempertahankan sistem internasional
yang telah ada. Upaya-upaya untuk meningkatkan stabilitas kawasan,
antara lain dapat dilakukan melalui kerjasama militer yang diharapkan
mampu meningkatkan ketahanan nasional negara masing-masing

guna mendukung stabilitas kawasan regional dan internasional.>®

10. Data dan Fakta
Berdasarkan catatan Indonesia Ocean Justice Initiative (10JI)
sepanjang bulan September hingga Oktober 2021, bahwa masih ada
aktivitas penangkapan ikan lillegal oleh kapal ikan asing di Laut Natuna

Utara dan dari pencitraan satel itemukan kapal ikan asing berbendera

Vietnam sebanyak 35 kapal sel bulan September 2021 telah memasuki

wilayah ZEE Indonesia, yang sih tumpang tindih dengan klaim ZEE
Viethnam. Selain itu, kapal ikan laysia juga diketahui melakukan illegal
fishing di selat Malaka, dan metalui pencitraan satelit terdeteksi aktivitas
kapal-kapal tanpa bendera yang disinyalir milik Tiongkok, serta kapal survei

Tiongkok pada periode bulan Agustus hingga Oktober 2021.
Data mengenai peﬁ'ﬁ%RW).iah di Laut Natuna Utara yang

dimiliki WN?_?dagl ngeamanan Laut (Bﬁ(aﬂ%ﬁw jauh__berbeda.

Sepanjane tahun% terdapat 31 pelanggaran-witayaf. i perairan Laut
Natuna Utara, kemudian pada tahun 2020 pelanggaran wilayah naik
mencapai 41 pelanggaran, dan sepanjang tahun 2021 pelanggaran wilayah
di perairan Laut Natuna Utara menurun. Bakamla mendata telah terjadi
sebanyak 35 pelanggaran wilayah, dan hingga bulan Mei tahun 2022
Bakamla baru mencatat ada 3 pelanggaran wilayah di perairan Laut Natuna

Utara. Pelanggaran wilayah yang dimaksud diantaranya adalah masuknya

5 Jhon Spanier. 1984. “Games National Play: Analysing International Politics”. Fifth Edition. New
York: Holt, Reinhard & Winston.
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kapal negara asing (kapal ikan asing, kapal survei, kapal coast guard, kapal
perang dan lain-lain) ke wilayah Laut Natuna Utara.

Berdasarkan data pelanggaran wilayah yang dimiliki Dinas
Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Laut (Dispamsanal), pada tahun
2019 terdapat 29 pelanggaran wilayah oleh kapal militer atau pemerintah
negara asing, diantaranya 27 pelanggaran berbendera Vietnam. Pada
tahun 2020 terjadi 24 pelanggaran, terdiri dari 17 pelanggaran didominasi
Tiongkok, 4 pelanggaran oleh Vietnam, 2 pelanggaran oleh Philipina, dan 1
pelanggaran oleh Malaysia. Kemudian sepanjang tahun 2021, jumlah
pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara melonjak signifikan hingga
mencapai 81 pelanggaran. Dari semua pelanggaran tersebut, Tiongkok
menjadi negara yang paling sering melanggar dengan jumlah 73
pelanggaran, Amerika Serikat 6 pelanggaran, Vietnam 1 pelanggaran, dan
Jepang 1 pelanggaran. Beberapa-bentuk pelanggaran wilayah tersebut,

diantaranya adalah kegiatan patro!i oleh kapal coast guard, kapal survei

yang melintas tanpa izin, dan latihan militer di sekitar Laut Natuna Utara.

Gambar 1. Jumlah pelanggéranwilayah di Laut Natuna Utara
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Berdasarkan Undang-undang, penyelenggaraan keamanan laut di
Indonesia melibatkan 13 institusi yang memiliki kewenangan untuk
mengamankan laut sesuai bidangnya masing-masing, termasuk di Laut
Natuna Utara. Adapun 13 institusi tersebut adalah TNI AL, Polisi Perairan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan
Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Daerah dan
Bakamla. Namun dalam pelaksanaannya hanya beberapa Institusi saja
yang dapat hadir di wilayah tersebut, karena alasan kemampuan peralatan
atau unsur yang dimiliki, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Bakamla dan TNI AL. Dari kefiga institusi tersebut, hanya TNI AL yang
merupakan alat pertahanan negara yang selain melakukan tugas
penegakan hukum di laut, juga_melaksanakan diplomasi militer yang
menjadi bagian dari diplomasi periahanan sebagai upaya meningkatkan
pertahanan negara. Akan tetapl dari heberapa bentuk diplomasi militer
yang dapat dilaksanakan| dalam upaya uniuk menjaga kedaulatan dan

keamanan di wilayah Laut Natuna“  Utara, masih terdapat beberapa

diplomasi yang belum pernah ditaksanakan oleh TNI / TNI AL dengan
negara-negara yang berbatasan atau mempunyai kepentingan di wilayah
tersebut.

Mencermati aspek ke:bﬁk p@da} gahun 2022 ini, Indonesia memiliki
kebljakan“ pﬁ: Panan\ negara dan —ada, El|,ljl\,l‘h ¢ a{(an kementerian
pertahapnan dalam _penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu (1)
meningkatkan penyiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan
dalam menangani radikalisme, terorisme, separatisme dan ancaman
lainnya termasuk penanganan bantuan kemanusiaan, bencana alam dan
tugas misi perdamaian hingga keadaan darurat lainnya; (2) memperkuat
kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia
Tenggara dan negara lainnya agar saling percaya, meningkatkan
kemampuan pertahanan dan profesionalisme TNI yang dapat memberikan
pengaruh pada industri pertahanan yang semakin kuat, sekaligus dapat

sebagai penunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia; (3)
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membentuk satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang sesuai dengan
kebutuhan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi TNl pada operasi
militer perang maupun operasi militer selain perang; (4) menyiapkan
wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar dengan kemandirian
daerahnya masing-masing, baik dalam hal cadangan air, pangan, energi
dan sarana prasarana nasional lainnya agar pusat logistik pertahanan lebih
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada wilayah perbatasan,
baik darat maupun laut: (5) memperkuat coastal missile defence system
dan coastal surveillance system dalam mengendalikan selat-selat strategis
yang sesuai dengan ALKI I, I, dan Ill; (6) menyelaraskan tata ruang
pertahanan seperti wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan
dan kawasan strategis nasional, termasuk tata ruang wilayah pada tingkat
provinsi, kabupaten dan kota; (7) melakukan evaluasi dan perbaikan pada
semua satuan kerja kementerian pertahanan, dan juga TNI dalam penataan
reformasi birokrasi sesuai proporsirtya masing-masing.>®

Dalam kebijakan pertahanan tersehut terdapat diplomasi pertahanan,
termasuk diplomasi militer. Bertasarkan data dari Pusat kerjasama
Internasional (Puskersin) TNL “berbagai bentuk diplomasi militer telah
dilakukan TNI/TNI AL bersama derngan Angkatan Bersenjata dari beberapa
negara yang mempunyai kepentingan di kawasan, seperti Amerika Serikat,
Australia, Brunei Darussalam, India, Malaysia, Philipina, Singapura,
Tiongkok dan Vietnam I(\Tap ‘1),”
beberapa“d@pM L ﬁSI mLther yang belum dllakhjkan Cﬁl&ﬂfﬂﬁ{]ya adalah latihan

VIANOI
bersama.~joint exerCIse) patroli terkoordmasn (eoordmated<patrol) dan

ri data tersebut, masih terdapat

penempatan Indonesian Liaison Officer (ILO), terutama pada negara
Vietnam yang sama sekali belum pernah melaksanakan latihan bersama,
patroli terkoordinasi dan penempatan ILO. Negara Indonesia dengan
Malaysia telah melaksanakan latihan bersama dan patroli terkoordinasi di
Selat Malaka, tapi belum pernah dilaksanakan di Laut Natuna Utara, begitu

juga dengan penempatan ILO, saat ini belum ada yang menangani secara

5 Adyatama, Egi. 2022. “7 Arahan Prabowo Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga
Penguatan TNI”. Diakses pada Minggu, 27 Maret 2022, pukul 23.05 WIB, Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/1552137/7-arahan-prabowo-soal-pertahanan-2022-bahaya-
separatisme-hingga-penguatan-tni
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khusus untuk perbatasan laut di wilayah Laut Natuna Utara. Negara

Indonesia pernah melakukan latihan bersama dengan Tiongkok namun

bukan di Laut Natuna Utara, dan belum pernah melakukan patroli

terkoordinasi serta penempatan ILO.

Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis merupakan lingkungan eksternal (regional dan

global) dan lingkungan internal (nasional) yang bersifat statis dan dinamis

serta dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap diplomasi

militer yang akan dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara.

1.

Lingkungan Global. Berubahnya tatanan dunia saat ini menjadi
multipolar disebabkan karena melemahnya hegemoni Amerika Serikat
akibat dari pengaruh munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru,

seperti China, Rusia, India—.dan Brasil. Amerika Serikat yang

mempunyai kebijakan pop anti elit, nasionalistis, protektif dan anti

imigran, telah mengubah dan|intensitas komitmen AS terhadap
keamanan global. Muncul Tionokok sebagai kekuatan baru telah
mempengaruhi pergeseran sentral geopolitik dari kawasan Timur
Tengah menuju kawasan Asia Pasifik bahkan hingga ke kawasan Indo
Pasifik. Hal ini ditandai dengan proyeksi kebijakan luar negeri Amerika

Serikat ke kawasan Asia Pasifik maupun Indo Pasifik, peningkatan

anggaran pertahanapn, Ti ferus meningkatnya ketegangan di
Laut-rﬂrﬁll_felat%l (%gﬁﬁﬂ aﬁlan;ﬁ Cgf_ti\if'&asi aktif- Amerika
Selikat dan %Lll\sltralia yang mengkritiSi ke%uakan Tioagkokiterkait LCS
agar Tiongkok mematuhi keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional
di Den Haag yang telah memutuskan sengketa kepemilikan kepulauan
Spratley.

Lingkungan Regional. Kemajuan Tiongkok yang sangat pesat telah
mengubah konstelasi geopolitik kawasan dengan kekuatan ekonomi
dan pengembangan kekuatan militernya serta mengusung slogan
pemerintahnya sebagai China Charm Offensive. Pada kenyataannya

Tiongkok justru bertindak agresif untuk menguasai Laut China Selatan
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Tabel 1. Diplomasi Militer Indonesia Terhadap Negara-Negara Kawasan

Latihan Pertukaran Patroli Diklat Penempatan
NoO Negara Perterr_luan Bersgma Kunjungan Terkoor_dinasi (Education Ind_or_lesian
(Meeting) (Joint (Exchange | (Coordinated and Liaison
Exercise) Visit) Patrol) Training) | Officer (ILO)
1 Amerika Serikat \ \ \ - V -
2 Australia \ \ \ V V -
3 Brunei Darussalam \ o \ - - -
4 India \ 2 \ v \ -
5 Malaysia \ \ V \ \
S6 Philipina \ - N \ V V
u7 Singapura \ \! A - \ \
n8 Tiongkok \ v - \ -
b9 Vietnam \ - v - \ -
Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022
CATATAN :
1. Diplomasi militer dengan Malaysia dafan bentuk Patk(;), E&E&nggﬂé%patan ILO-belumpernah dilaksanakan di wilayah Laut
Natuna Utara. TAN HANA MANGRVA

2. Diplomasi militer dengan Tiongkek dalam bentuk Latma pernah dilaksanakan namun bukafi di witayah Laut Natuna Utara,
sedangkan Patkor & penempatan ILO belum pernah dilaksanakan.

3. Diplomasi militer dengan Vietnam dalam bentuk Patkor, Latma & Penempatan ILO belum pernah dilaksanakan.



dan telah membangun pangkalan udara militernya di wilayah kepulauan
Spratly yang masih menjadi sengketa. Tiongkok diperkirakan akan
mampu menyelenggarakan peperangan di Laut China Selatan,
walaupun sampai saat ini permasalahan di wilayah tersebut belum
dapat diselesaikan dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas
keamanan serta berpotensi menjadi sumber konflik. Sengketa yang
melibatkan enam negara (Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei
Darussalam, Filipina dan Taiwan) dapat mengundang pelibatan
kekuatan militer besar dunia, seperti Amerika Serikat dan sekutunya.
Meskipun Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) telah memutuskan
permasalahan Laut China Selatan pada sidang tanggal 12 Juli 2016
dengan kesimpulan bahwa pemerintah Tiongkok tidak memiliki dasar
hukum untuk mengklaim nine dash line, namun pemerintah Tiongkok

tetap menolak putusan mahkamah internasional tersebut. Negara

Indonesia masih memiliki soalan dengan Tiongkok, khususnya di

ZEEI dan landas kontinen aut Natuna Utara yang beririsan dengan
klaim sepihak Tiongkok, ni

batas ZEE Indonesia. d

ashyline, begitu pula masalah sengketa
an Aietnam di Laut Natuna Utara.
Pelanggaran wilayah oleR™kapal ikan Tiongkok dan Vietnam yang
dikawal oleh kapal Coast Guard menunjukkan bahwa pemerintahnya
mendukung kegiatan illegal fishing di wilayah tersebut dan hal ini perlu
diantisipasi  oleh _—pemerinialh —Indonesia, khususnya dengan
melaksanakan dipl&‘z—a“su milite{wélan memprioritaskan peningkatan
kektL%nNh%Mampuan pertahanarMﬁ\Mlg/gﬁvﬁaut Natuna Utara
sebagai upaya penangkalan dari ancaman terhagap—pertahanan,
keamanan dan kedaulatan serta keutuhan NKRI.

Lingkungan Nasional. Memahami suatu permasalahan nasional, perlu
juga melihatnya dengan menggunakan pendekatan asta gatra yang
terdiri dari tiga gatra statis dan lima gatra dinamis. Dari delapan gatra
yang ada, terdapat lima gatra yang terkait dengan pelaksanaan
diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara yaitu gatra geografi,
sumber kekayaan alam, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Kelima gatra tersebut memiliki pengaruh dalam keberhasilan terhadap

23
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pelaksanaan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara guna
memperkuat pertahanan negara. Pada gatra geografis, Laut Natuna
Utara terletak pada bagian utara kabupaten Natuna yang memiliki
wilayah ZEEI. Laut Natuna Utara memiliki batas sisi utara dengan
Vietham dan Laut China Selatan serta batas sisi barat dan timur
dengan Malaysia. Selain itu, Laut Natuna utara ini juga merupakan jalur
ALKI | yang merupakan salah satu jalur strategis bagi angkutan kapal
laut internasional dari samudera Hindia ke Pasifik ataupun sebaliknya.
Dengan kondisi geografis ini, Indonesia perlu menjamin bahwa wilayah
perbatasan laut tersebut bebas dari berbagai ancaman dan gangguan
yang berasal dari dalam maupun terutama dari luar negeri. Terkait hal
tersebut, Indonesia memerlukan adanya penyelenggaraan pertahanan
negara yang kuat di wilayah tersebut melalui diplomasi militer yang
merupakan bagian dari diglomasi pertahanan.

Pada gatra sumber kekayaan alam, wilayah Laut Natuna Utara
memiliki potensi kekayaam &lam yang melimpah baik dari sektor
perikanan hingga pertambanoan. /Dengan potensi perikanan yang
sangat besar ini, menjadi sebab bhanyaknya terjadi pelanggaran wilayah
di Laut Natuna Utara oleh Kapal ikan asing untuk mengambil ikan di
wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kuat
mengapa perlu dilaksanakan diplomasi militer dengan negara yang
memiliki perbatasan’ gil Ha i \qﬁtgﬁa} utara seperti Malaysia dan Vietham
sertaﬁ m?qf\rla Ie\alﬁ\yang memiliki kepeml'ng‘ ﬁqb sekltar wilayah Laut
Natuna Utara, sepertl Tiongkok.

Dilihat dari gatra politik terkait dengan pelaksanaan diplomasi
militer yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan, Indonesia
dalam keputusan politik pemerintahannya telah menetapkan kebijakan
pertahanan negara dan langkah-langkah strategisnya untuk mengatasi
ancaman dan gangguan yang muncul akibat perkembangan lingkungan
strategis yang sangat dinamis termasuk di wilayah Laut Natuna Utara.
Kementerian Pertahanan terus berupaya untuk selalu mengevaluasi
dan memperbaharui kebijakan pertahanan negara agar dapat

menjawab semua ancaman dan tantangan yang muncul serta
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mengimplementasikannya dalam peningkatan kemampuan pertahanan
negara, salah satunya dengan melaksanakan diplomasi militer.

Diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara, jika dilihat dari
gatra ekonomi, tentunya juga memiliki keterkaitan meski tidak secara
langsung. Potensi Laut Natuna Utara yang sangat besar akan
kekayaan alam dan posisi ALKI | yang strategis, memiliki nilai ekonomi
yang sangat besar sebagai pemasukan negara dan kesejahteraan
rakyat. Oleh karenanya, perlu ada jaminan keamanan di wilayah Laut
Natuna Utara sehingga berbagai aktivitas ekonomi baik pada sektor
perikanan dan pertambangan serta ALKI |, dapat berjalan dengan baik
tanpa mengkhawatirkan adanya gangguan dan ancaman dari dalam
maupun luar negeri yang berdampak pada gatra ekonomi.

Bila ditinjau dari gatra pertananan keamanan, situasi pertahanan
dan keamanan di Laut Natuna Utara masih terjadi banyak pelanggaran-

pelanggaran baik yang dilakukan eleh warga Indonesia maupun warga

negara asing diantaranya lah penyelundupan narkotika, pencurian

ikan, pelanggaran wilayah n terorisme. Sementara merujuk pada
kebijakan pertahanan™ negara ‘tahun 2022, pemerintah melalui
Kementerian Pertahanan tergah melakukan penguatan pertahanan
negara, diantaranya imelakukan pemenuhan Minimum Essential Force

(MEF) mencapai 86% dan meningkatkan kontribusi industri pertahanan

mencapai 50%, sear‘g‘gﬂ@inﬂﬁ%an dapat menghadapi ancaman
khuﬁuAWAWﬂwah {-aut Natuna Utar%A N GRVA
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12. Umum

Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah perbatasan laut yang
menjadi perhatian pemerintah saat ini, karena sumber kekayaan alam yang
melimpah, baik dari sektor perikanan maupun pertambangan, sehingga
masih sering terjadi pelanggaran batas wilayah oleh negara lain untuk
mengeksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah tersebut. Walaupun
berbagai upaya diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara telah
dilaksanakan oleh TNI hingga saat ini masih dirasakan belum optimal. Oleh
karena itu dalam Taskap ini perlu dibahas mengenai kebijakan pertahanan
negara yang mencerminkan sebuah sikap dan prioritas pemerintah Indonesia
dalam memperkuat pertahanan negara dan menjaga serta menjamin

kedaulatan wilayah negara, diantaranya melalui diplomasi militer yang

dilakukan oleh TNI sebagal lan dari diplomasi pertahanan yang

mendukung kebijakan politik 1a egeri Indonesia. Berdasarkan data, dari
berbagai bentuk diplomasi militer yang telah dilakukan ada tiga bentuk
diplomasi yang masih perlu d katkan, vyaitu latihan bersama, patroli

terkoordinasi dan penempatan ILO.

13. Diplomasi Militer Bagian-Pari D&glomasi Pertahanan

Dalam penyelenggagﬁ %ertz!l\rqa{nwdﬂ neogara,ndonesia menggunakan
sisiem pg;éﬁw'gm%g persifat semesta, Mi&lN}@ﬂ%&%ﬁnendayagunakan
seluruli—warga negara, wilayah dan sumber daya nasiorat-fainnya yang
diterjemahkan ke dalam kebijakan pertahanan negara.®? Indonesia sebagai
negara berdaulat memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang
dalam hubungan internasionalnya senantiasa mengutamakan perdamaian,
stabilitas keamanan dan kesejahteraan. Sebagai bagian dari masyarakat
internasional, pertahanan negara bagi Indonesia merupakan kepentingan
nasional yang memiliki dimensi nasional maupun internasional. Hal ini

mendorong Indonesia untuk mengembangkan pola diplomasi militer dengan

82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
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cara melaksanakan kerjasama dalam bidang pertahanan dan militer dengan
negara lain untuk memenuhi kepentingan pertahanan negara secara
berkelanjutan dan sekaligus mendukung kebijakan politik luar negeri
Indonesia. Meskipun dalam menjalin kerjasama militer, Indonesia tidak ikut
bergabung dalam suatu aliansi dengan negara manapun, namun Indonesia
tetap berupaya dan turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Dalam menjaga hubungan luar negerinya, Indonesia selalu mengedepankan
asas kesamaan derajat, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan
dalam negeri masing-masing.®® Hal inilah yang membuat Indonesia
berpegang teguh sebagai negara nonblok untuk tidak memihak pada salah
satu kekuatan besar negara adidaya dan selalu mengutamakan dialog dalam
menyikapi setiap permasalahan regional maupun global guna mewujudkan
perdamaian dunia dan berperan aktif bila terjadi ketegangan internasional di
suatu kawasan yang berdampak regional maupun global.34

Diplomasi pertahanan dil nakan sebagal alat untuk mendukung

kebijakan politik luar negeri dal anoka menciptakan stabilitas keamanan
regional maupun global)’ meningkatkan kapabilitas pertahanan, dan
meningkatkan kemandirian pertaheénan negara. Dalam sistem pertahanan
negara, diplomasi pertahanan- dikembangkan secara efektif guna
mengantisipasi ancaman terhadap kepentingan nasional. Dalam kerjasama

bilateral maupun multilateral oleh militer dan infrastruktur lainnya dimasa
damai yang mengangkat | [ aupun global, dari peran militer
hingga peI@{Nwi_riﬂiliter dggﬁﬁﬂmgat n s?\ﬁ)ghwjaga perdamaian
(peacekeening); ﬁqun/eagakkan keamanan i(\gepéc:e enforegment), promosi
good-governance, tanggap bencana, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan
lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan konsep teori stabilitas yang
diungkapkan oleh Jhon Spanier (1984) bahwa suatu entitas kawasan
membutuhkan kestabilan kawasan yang kuat dalam menjamin
terlaksananya hubungan antar negara dengan baik. Pencapaian stabilitas

keamanan di kawasan memerlukan berbagai kerjasama yang saling

33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
34 Kementerian Pertahanan RI. 2015. “Buku Putih Pertahanan Indonesia”. Jakarta: Kementerian
Pertahanan RI.
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menguntungkan agar lingkungan kawasan dapat menjadi aman dan damai,
sedangkan keberhasilan penyelenggaraan diplomasi pertahanan negara
dipengaruhi oleh upaya diplomatik termasuk didalamnya pelaksanaan
diplomasi militer secara bilateral maupun multilateral.

Diplomasi militer adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung kebijakan politik luar negeri, dengan menggunakan kekuatan
militer tanpa kekerasan dan berdasarkan pada ketentuan hukum nasional
dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta kebiasaan-kebiasaan
dalam pergaulan internasional, mengingat Indonesia merupakan bagian dari
masyarakat internasional yang perlu untuk melakukan hubungan dan
kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perjanjian internasional.®®
Diplomasi militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan dan pada
dasarnya dilaksanakan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri dan
kepentingan nasional. Hal ini.sesuai-dengan konsep teori diplomasi yang
dikemukakan oleh S.L. Roy (dalem Setiawan: 2016), bahwa diplomasi
adalah negosiasi yang dilakukan. dengan mengutamakan kepentingan
negara melalui berbagai tindakan diplomatik untuk menjamin dan
menjalankan kepentingan Mnasional secara damai. Upaya memelihara
perdamaian dilakukan dengan-mengedepankan kepentingan nasional
sebagai tujuan utama dari sebuah diplomasi. Dipomasi dapat dilaksanakan
apabila ada kesetaraan kepentingan dan juga keinginan kedua belah pihak
untuk melaksanakannya sehlnggaﬁﬂlbutyhkan komunikasi dan negosiasi
sebelum me\lalﬁ?nakan dlploma5| tersehui. [| N _‘J

Diplemast mlll{er gapat berfungsi sebagal perundlngan (representing),
negosiasi (negociating) dan melindungi kepentingan nasional (protecting)
serta pelaporan situasi yang berimplikasi pada kepentingan nasional
(reporting).2%, sedangkan tujuan diplomasi militer adalah untuk membangun
kepercayaan dan persahabatan (Confidence Building Measure),
mengupayakan diplomasi mencegah konflik (Preventive Diplomacy),
meningkatkan kemampuan militer dan pertahanan (Defense Capacity),

menciptakan keamanan kawasan (Security Enhancement), melaksanakan

35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
36 Jucu, Oana. 2010. Diplomacy and Diplomatic Function [pdf]. PhD Associate Proffesor.
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misi damai dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan
bencana, serta pemeliharaan perdamaian dunia (Humanitarian Assistance,
Disaster Relief dan Peace Keeping Operation).3’

Bentuk diplomasi militer yang dilaksanakan meliputi pertemuan,
pertukaran kunjungan, latihan bersama, patrol terkoordinasi, pendidikan dan
latihan serta penempatan atase pertahanan maupun Indonesian liasion
officer (ILO) sebagai perwakilan TNI dalam melaksanakan diplomasi militer.
Selain itu, melalui keputusan politik pemerintah dan di bawah payung
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1957 hingga saat ini, TNI
selalu berpartisipasi mengirimkan prajuritnya, termasuk alutsistanya dalam
misi pemeliharaan perdamaian dunia. Hal tersebut menunjukkan komitmen
kuat dari Indonesia untuk berperan secara aktif dalam menjaga perdamaian
dunia. TNI sebagai komponen bangsa di bidang pertahanan telah
melaksanakan diplomasi militer_dengan melaksanakan kerjasama militer
dengan Angkatan Bersenjata negara lain, baik secara bilateral maupun
multilateral yang menggunakan prinsip saling menguntungkan, saling
menghormati, dan tidak mencampuri urusan internal negara lain.

Laut Natuna Utara dengan sejumlah potensi dan dinamikanya

merupakan salah satu wilayah perbatasan laut yang membuat Indonesia
perlu memahami konstelasi geopolitik yang berada di kawasan tersebut. Hal
ini sesuai dengan konsep teori geopoltik yang disampaikan Sophie Chautard
(2009) bahwa keberadaaq sya&mp%a tergantung pada kemampuannya
memahamlq n menguasai  situasi, kendisi @il dan_lingkungan
sekltarnya Iijdz; kor:l\ieks wilayah perbatzi'saln% dng{LJ;ut Natuna Utara,
Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Malaysia dan Vietnam, serta
memperhatikan agresifitas Tiongkok dengan klaim sepihaknya berupa nine
dash line, China Maritime Militia (CMM), Floating RIG dan Patroli serta
Latihan Militer di Laut China Selatan, untuk itu Indonesia harus mampu
menjaga kedaulatannya di wilayah Laut Natuna Utara dan perlu
meningkatkan diplomasi militer dengan ketiga negara tersebut baik secara

kualitas maupun kuantitas, baik dari bentuk diplomasi militer yang sudah

87 Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan
TNI
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dilakukan maupun melaksanakan yang belum pernah dilakukan dengan

masing-masing ketiga negara tersebut.

Tabel 2. Diplomasi Militer Indonesia dengan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok
(Kurun waktu 2007 — sekarang)

No Bentuk Diplomasi Militer Malaysia | Vietnam | Tiongkok
1 | Pertemuan (Meeting) \ \ \
2 | Pertukaran kunjungan (Exchange Visit) \ \ \
3 Patroli terkoordinasi (Coordinated Patrol) \ - -
4 | Latihan bersama (Joint Exercise) \/ - \
5 | Pendidikan dan latihan (Education and Training) \ \ \
6 Penempatan Indonesian Liaison Officer (ILO) \ - -

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

negara yang memiliki kepentingan besar di wilayah Laut Natuna Utara yaitu

Pada Tabel 2, enam bentuk ‘rjiplomasi militer dihadapkan dengan tiga
Malaysia, Vietnam dan Tiongkok; terlihat ada tiga bentuk diplomasi militer
yang dapat ditingkatkan ‘dan “dilaksanakan vyaitu patroli terkoordinasi
(coordinated patrol), Latihan “Bersarma (Joint exercise) dan penempatan
Indonesian liaison officer (ILO). Latihan bersama dengan Tiongkok tidak
pernah dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara sejak adanya kerjasama
pertahanan Indonesia dan Tiorjgﬁok pada _tahun 2007 yang melibatkan tiga
matra TNFAD, TNI_AU aﬂélr“‘ij&'f;i\\&l‘iﬁi\l‘/ﬁﬂ.gﬁ?d@edangkan dengan Malaysia telah
dilakukan:—”ié%ﬁxﬁuﬁzi,@ﬁafm\Jn latihan bersama ﬁ&ﬁ\%ﬂé@ﬁ?“%}koordinasi belum
pernah_ditaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara. Pelaksanaan latihan
bersama dan patroli terkoordinasi ini penting untuk dilaksanakan di Laut
Natuna Utara agar Indonesia sebagai perencana latihan dapat mengarahkan
latihan, sehingga terbentuk kesepahaman diantara pelaksana tentang batas-
batas negara dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam

menjaga keamanan di wilayah tersebut.

38 Analisadaily.com. 2014. “Paskhas TNI AU Latihan Antiteror di Tiongkok”. Diakses pada Selasa,
8 Juni 2022, Pukul 21.09 WIB, Sumber:
https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/10/27/76283/paskhas-tni-au-latihan-antiteror-di-
tiongkok/
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Ada 2 hal penting yang dijelaskan dalam kebijakan pertahanan negara
tahun 2022, mengenai pelaksanaan diplomasi militer. Pertama, penguatan
kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara
dan negara lainnya, agar timbul rasa saling percaya, penguatan kemampuan
pertahanan dan profesionalitas TNI sebagai penunjang diplomasi dan
kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi
pelaksanaan diplomasi militer berupa latihan bersama dan pelaksanaan
patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Kedua,
pembentukan satuan produksi dalam satuan-satuan TNI yang harus sesuai
dengan kebutuhan dalam pengoptimalan tugas dan fungsi TNI pada operasi
militer perang maupun operasi militer selain perang. Kebijakan ini dapat
dijadikan dasar dalam pelaksanaan diplomasi militer berupa penempatan ILO
di negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Dengan
melaksanakan ketiga bentuk_diplomasi militer terhadap ketiga negara
tersebut di wilayah Laut//Natupa Utara, diharapkan dapat memperkuat

pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

14. Diplomasi Militer Dalam Bentuk Patroli Terkoordinasi

Dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar perbatasan dengan
negara lain, TNI perlu melakukan operasi pengamanan wilayah perbatasan,
baik pengamanan di wilayah perbatasan laut, perbatasan udara dan
perbatasan darat serfe.. Sekltarj,pantql maupun pulau-pulau terluar.
Berdasarkan Pa?al o/ Undang Undang Repobilk_ ‘Indqﬂe&a Nomor.34 tahun
2004 tapiang—+NL,. ‘Jisebutkan bahwa tugas_INt—adatal melaksanakan
Operasi Milter untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang
(OMSP). Salah satu tugas TNI yang termasuk dalam OMSP adalah
mengamankan wilayah perbatasan yang bertujuan untuk menjamin tegaknya
kedaulatan negara di wilayah perbatasan laut dengan negara lain serta
pulau-pulau terluar (outer islands) dan terpencil (remote islands) dari segala
bentuk ancaman dan pelanggaran, mencegah eksploitasi kekayaan alam

dan pelanggaran wilayah oleh pihak asing di wilayah perbatasan laut.®®

39 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/26NI2008 tanggal 5 Mei 2008 tanggal tentang Buku
Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Laut.
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Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dinamika geopolitik
pada dasarnya akan terjadi karena adanya dinamika interaksi antar negara
di suatu kawasan (geografis) yang mengakibatkan adanya pengaruh pada
seluruh aspek kehidupan suatu negara, baik pada aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.?® Atas dasar
tersebut, TNI AL sebagai bagian integral TNI yang melaksanakan tugas TNI
matra laut bidang pertahanan bertanggungjawab dalam mengamankan
wilayah perbatasan laut, perbatasan darat sekitar pantai dan pulau-pulau
terluar. Operasi pengamanan wilayah perbatasan laut, perbatasan darat
sekitar pantai dan pulau-pulau terluar yang merupakan bagian dari
implementasi pola OMSP yang bersifat tempur, dilaksanakan secara mandiri
maupun terpadu dengan instansi atau lembaga non TNI dalam mendukung
tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Kekuatan TNI AL yang dilibatkan
dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan adalah Kapal Perang
Republik Indonesia (KRI) untuk
dibantu oleh pasukan marinir da

gamankan wilayah perbatasan laut, dan
asukan khusus TNI AL (Kopaska, Taifib,
batasan darat sekitar pantai dan pulau-

Denjaka) dalam mengamankan
pulau terluar. Adapun yang. menjadi sasaran dari operasi pengamanan
wilayah perbatasan tersebut adalah sebagai berikut.*!
a. Wilayah perbatasan darat sekitar pantai.

1) Terpeliharanya integritas wilayah darat sekitar pantai di

perbatasan den‘ge‘q pegEra )wzwq
2) Tﬁﬁiﬁi{lha Astabilitas keamanaa l\olnil_\vvhihac);c‘ﬁ\ﬁsrbatasan dengan

negara-laln.
3) Tercegahnya semua kegiatan illegal baik yang akan masuk
maupun ke luar wilayah Indonesia melalui perbatasan.
b Wilayah perbatasan laut.
1) Terciptanya penyelenggaraan penegakan kedaulatan di wilayah

perbatasan laut yurisdiksi nasional.

40 Kuliah Umum Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan di Secapa
TNI AD, Bandung pada 29 Juni 2012.

41 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/26NI12008 tanggal 5 Mei 2008 tanggal tentang Buku
Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Laut.
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2) Terlaksananya penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi
nasional.

3) Terjaganya wilayah perbatasan laut dari upaya pelanggaran
perbatasan dan infiltrasi oleh negara lain.

4)  Tercegahnya kerusakan ekosistem laut, eksploitasi dan eksplorasi
sumber daya laut secara illegal.

c. Wilayah pulau-pulau terluar.

5) Terjaganya pulau-pulau terluar dari upaya penguasaan dan
penggunaan tanpa izin oleh pihak asing.

6) Terjaminnya keamanan dan terlindunginya pulau-pulau terluar
agar terhindar dari kehilangan secara fisik, kepemilikan,

pengawasan dan sosial ekonomi.

Tabel 3. Patroli terkoordinasi TNl dan Angkatan Bersenjata Negara Sahabat

No Negara Nama Kegiatan
1 | Australia Patkor Ausindo
2 | Filipina Patkor Philindo
3 | India Patkor Indindo
4 | Malaysia Patkor Malindo & Patkor Optima

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

Bentuk organisasi dalam penyelenggaraan operasi pengamanan
perbatasan khususnya QX‘ lam penlgéfﬂanan WIIayah perbatasan laut,
perbatasan (Hl];xk%r pantai dan pulauw%ﬁuar adalakl’ komando
operasi—mandiri (komando operasi yang dibentuk oleh“FiNt-seCara berdiri
sendiri dengan unsurnya adalah satuan TNI AL dan pelaksana operasi dari
unsur-unsur Sistem Senjata Armada Terpadu / SSAT, tanpa melibatkan
kekuatan di luar institusi TNI AL) dan komando operasi terpadu (komando
operasi yang melibatkan satuan TNI AL dengan institusi tertentu sesuai
tingkat permasalahan ancaman yang dihadapi) termasuk didalamnya yaitu
patroli terkoordinasi yang merupakan salah satu bentuk diplomasi militer.

Adapun penyelenggaraan patroli terkoordinasi yang pernah dilakukan oleh
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TNI bersama dengan Angkatan Bersenjata negara sahabat dapat dilihat
pada Tabel 3.

Patroli terkoordinasi merupakan kerjasama dalam bidang operasi
dengan melaksanakan patroli secara bersama-sama di wilayah kedaulatan
masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan
kawasan (security enhancement), membangun kepercayaan (confidence
building measure), diplomasi pencegah konflik (preventive diplomasi) dan
kemampuan pertahanan (defense capacity).*? Patroli terkoordinasi sendiri
merupakan kegiatan kerjasama internasional yang dilandasi oleh perjanjian
internasional sebagai salah satu wujud keberadaan Indonesia sebagai
masyarakat internasional guna mencapai tujuan nasional.*?

Dalam konteks wilayah perbatasan Laut Natuna Utara, selama ini
patroli terkoordinasi tidak pernah dilakukan di Laut Natuna Utara dengan
Malaysia, Vietnam maupun dengan-Tiongkok. Adapun patroli yang pernah

dilakukan bersama dengan Mala adalah patroli terkoordinasi Malindo dan

Optima, yang keduanya dilaksanakan dv Selat Malaka. Patroli terkoordinasi

ini menjadi salah satu bentuk kerjasama militer yang dibutuhkan pada
perbatasan Laut Natuna Utara, dan sesuval dengan konsep teori stabilitas
kawasan mengingat stabilitas keamanan suatu kawasan dapat terbangun
apabila ada kerjasama dan hubungan yang baik antar negara-negara di
kawasan yang saling memberikan keuntungan karena terciptanya stabilitas
kawasan yang aman d%]\__pArp@meJﬁaya yang harus dilakukan oleh
Kemhaur, TNI dap-Mabes TNI Atradalah nikomupikasi dan
kunjungaﬁ?ﬁc&n 2$parts di Malaysia, Mé\tr@i%%ié Tiorgkok untuk
berkoordinasi melaksanakan diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara,
dengan dilaksanakannya kegiatan Patkor dengan Malaysia, Vietnam dan
Tiongkok, hal ini merupakan upaya peningkatan diplomasi militer guna
memperkuat pertahanan negara dan dalam rangka menjaga stabilitas

keamanan di wilayah Laut Natuna Utara.

42 Peraturan Panglima TNl Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan

TNI

43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
44 Jhon Spanier. 1984. “Games National Play: Analysing International Politics”. Fifth Edition. New
York: Holt, Reinhard & Winston.
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Diplomasi Militer Dalam Bentuk Latihan Bersama

Indonesia memiliki prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif dalam
melakukan hubungan internasional baik hubungan bilateral maupun
multilateral. Pada konteks pelaksanaan diplomasi militer, pemerintah
mempunyai kesempatan untuk menjalin bentuk kerjasama bidang
pertahanan terutama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan
dengan Indonesia termasuk negara yang memiliki wilayah perbatasan
dengan Indonesia.*® Salah satu wujud diplomasi militer yang sering
dilaksanakan adalah dalam bentuk latihan bersama yang menjadi bagian dari
strategi TNl dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Angkatan
Bersenjata negara lain.

Latihan bersama merupakan salah satu bentuk kerjasama latihan skala
internasional antara TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain yang
bertujuan meningkatkan kemampuan_ naluri tempur personel TNI dalam

rangka meningkatkan kema an pertahanan (defense capacity),

meningkatkan keamanan kawasan (sectiity enhancement) dan membangun

kepercayaan (confidence bullding measure) serta diplomasi pencegah konflik
(preventive diplomasi).*® Kegiatan |atihan bersama yang merupakan salah
satu bentuk dari diplomasi militef;” dilaksanakan oleh negara-negara yang
bekerjasama demi menjaga kepentingan nasionalnya masing-masing.

Adapun yang menjadi sasaran dilakukannya latihan bersama ini, secara

kualitatif adalah sebagaiberikii %

a. Menﬂqlﬁtﬂ/a di%onéﬁ:ﬁ\d%nﬁﬂsilg(ﬁ biﬂ;alng MP'V A

b. > Diakuinya elé§ensi TNI dalam hubungan/?niliter intesnasional;

c. Meningkatnya kemitraan, hubungan dan kerjasama antara TNI dengan
Angkatan Bersenjata negara sahabat;

d. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemahiran teknis / taktis
satuan TNI;

e. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan personel TNI dalam

pelaksanaan tugas-tugas OMSP dan OMP dengan negara sahabat;

45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
46 Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Internasional di Lingkungan

TNI

47 Keppang TNI Nomor Kep/986/XI11/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Latihan Bersama TNI.
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Terwujudnya semangat integrasi antar peserta latihan melalui interaksi
dan penyamaan visi, persepsi serta interpretasi materi latihan dalam
penyelenggaraan latihan;

Meningkatnya keterampilan prajurit TNI guna kepentingan pelaksanaan
tugas operasi dengan negara sahabat;

Meningkatnya moril prajurit TNI dalam peningkatan profesionalisme;
Terjalinnya hubungan baik antara TNI dengan Angkatan Bersenjata
negara sahabat.

Pelaksanaan latihan bersama yang dilakukan oleh dua negara atau

lebih dalam berbagai jenis latihan atau kegiatan dapat memberikan

keuntungan bagi kepentingan nasionalnya masing-masing. Adapun jenis

atau kegiatan latihan bersama adalah sebagai berikut: 4

a.

Command Post Exercise (CPX), yaitu bentuk latihan yang melibatkan
komandan dan stafnya beserta-markas-markas komando yang terlibat

sikan,

dengan pasukan yang disi
Table Top Exercise (TT

kemampuan sebuah satua

latihan yang dirancang untuk menguji
it militer dalam merespon sebuah situasi.
Field Training Exercise (FTX), latihan lapangan dengan skala besar
dengan situasi yang disimutasikan guna melatihkan unsur komando
dan kendali dari seluruh tingkatan menghadapi pasukan lawan yang
disimulasikan maupun faktual.

Air Maneuver Exerc\js(i__\(AW Mi an lapangan dengan skala besar
den iuasi yapeg-disimulasikan-guna melag unsur_komando
danﬁnﬁﬁ%géeluruh tingkatan m:&ghgﬁﬁp@ukan lawan yang
disimulasikan maupun faktual dengan melibatkan pergerakan pesawat
udara.

Force Integration Training (FIT), kegiatan sinkronisasi bagi para
peserta, materil, taktik, teknik dan prosedur latihan sebelum
pelaksanaan FTX.

Senior Training Seminar (STS), pelatihan dalam bentuk seminar yang

diperuntukan bagi para peserta yang berpengalaman di bidang tertentu

48 |bid
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suatu

kesimpulan

dari suatu topik yang

g. Staf Training Event (STE), pelatihan para staf dari organisasi komando.

h.  Workshop. Pelatihan kerja yang meliputi kegiatan teori dan praktik.

Tabel 4. Latihan Bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Negara Sahabat

No Negara Nama Latihan Bersama / Kegiatan
1 | Amerika 1. Gema Bhakti 6. Balance Iron “Garuda Shadow”
Serikat 2. Cobra Gold 7. Jaumed Latma Garuda Shield
3. MPATTE 8. Silent Iron
4. JCET Garuda 9. Sea Surveillance Exercise
Shadow 10. Marine Engagement Meeting
5. SPP Makani Pahili (MEM)
2 | Australia 1. Garuda Kookaburra 8. Griffin Komodo
2. Nusa Bhakti Ausindo 9. Cassoex
3. Talisman. Sabre 10. Mechanisme/Motorised Mobile
4. US Spécial e Training Tean (MTT) Rhino
Balance Lan Iron 11. New Horizon Exercise
5. Wirra Jaya Ausihdo 12. Air Maneuver Exercise (AMX)
6. Dawn Komo Latma Elang
7. Dawn Kookaburra 13. Ausindo
3 | Brunei 1. Jungle Wars 2. Petir Sakti
Darussalam Symposium 3. Latma Helang Laut
4 | Malaysia 1. Malindo Darsasa 3. Kekar Malindo
2. Harimau Satya 4. Latma Elang Malindo
5 | Singapura 1. CT TTXH ARMM 5. AMX Manyar Indopura
2 Changapura A 6. -Air-Maneuver. Exercise (AMX)
ar-indopura
TANH farind RVA
4-—€ombined Fly Past GCamar Indopdra
6 | Thailand 1. KRIS 5. Air Maneuver Exercise (AMX)
2. Ayara-Garuda Latma Elang
4. Sea Garuda
Korea Selatan 1. Pam VVIP Paspampres-PSS RoK
Sri Lanka 1. Cormorant Strike
9 | Tiongkok 1. Latihan Antiteror 3. Passing exercise, SAR dan
2. Sharp Knife Airbone Manuver Taktis

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022
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I Subject Matter Expert Exchange (SMEE), kegiatan diskusi dengan
menghadirkan para ahli yang menguasai topik atau bidang tertentu dari
kedua pihak.

Pelaksanaan kerjasama pertahanan dilakukan Indonesia melalui TNI
dengan berbagai Angkatan Bersenjata dari berbagai negara, baik pada
tingkat regional maupun global. Adapun latihan bersama yang dilakukan TNI
dan Angkatan Bersenjata negara sahabat, dengan berbagai nama latihan
bersama atau kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Dalam konteks wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara dengan
Malaysia dan Vietham serta dihadapkan dengan agresifitas Tiongkok di
wilayah tersebut, diplomasi militer dalam bentuk latihan bersama belum
pernah dilakukan dan harus dilaksanakan di Laut Natuna Utara, latihan
bersama ini sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan dengan mengambil
tempat di Laut Natuna Utara, karena Indonesia sebagai host dapat
merencanakan latihan dengan menggunakan Peta milik Indonesia dan
membuat scenario latihan yang didalamnya memuat dengan jelas batas-
batas negara Indonesia dengan negara Malaysia, Vietham dan Tiongkok

sehingga diharapkan timbul ‘pengertian  dan kesepahaman diantara

pelaksana di lapangan mengenai batas-batas negara dan bersama-sama
wajib menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia melalui Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI
AL perlu melakukan upa)aak %u membuka komunikasi dan memulai
dlplomaSL“sarﬁﬁerne GSIaSI dengan Malayshle?| \\/‘I nﬁimjdan Tiongkok untuk
melakuKkaatatihan.. EJersama di wilayah Laut Natuna Utasad. Hal_ini sesuali
dengan teori diplomasi yang menyatakan bahwa negosiasi merupakan unsur
penting dalam melakukan diplomasi yang diterjemahkan ke dalam upaya-
upaya diplomatik yang membawa kepentingan nasional sekaligus dapat
mendukung terperliharanya perdamaian yang menjadi tujuan utama dari
sebuah diplomasi.*® Apabila latihan bersama dengan ketiga negara tersebut
dapat dilaksanakan dengan rutin baik secara bilateral maupun mulitlateral di

Laut Natuna Utara, maka diharapkan dapat meningkatkan keamanan

49 Setiawan, Asep. 2016. “Teori dan Praktik Diplomasi”. Jakarta: Fakultas limu Sosial dan limu
Politik Universitas Muhammadiyah.



16.

39

kawasan (security enhancement) dan dapat membangun sikap saling
percaya (confidence building measure) serta dapat membangun diplomasi
pencegah konflik (preventive diplomasi) diantara sesama peserta latihan.
Selain itu, latihan bersama dengan negara di kawasan juga merupakan salah
satu upaya dalam memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan
negara di perbatasan wilayah Laut Natuna Utara, kesepakatan antara
Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Tiongkok menjadi salah satu faktor

penting tercapainya stabilitas kawasan di Laut Natuna Utara.>®

Diplomasi Militer dalam bentuk Penempatan Indonesian Liaison Officer
(ILO)

Dalam menjaga dan memelihara hubungan antar dua negara yang
berbatasan wilayah, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan berbagai
bentuk hubungan kerjasama. Salah satu beniuk kerjasama tersebut adalah di
bidang keamanan

perbatasan yang | dilaksanakan oleh TNI, dalam

pelaksanaan kerjasama tersebu ringkali mengalami berbagai hambatan

karena masing-masing negara ilki persepsi dan tinjauan yang berbeda-
beda, situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia
dalam hal ini TNI melihat kondisrtersebut merupakan bagian dari dinamika
geopolitik yang rentan akan terjadinya konflik. Seharusnya dengan adanya
keterkaitan interaksi dapat membuat kedua negara memahami dan
menguasai situasi, kondisi ' nya. Keberadaan ILO dapat menjadi
upaya bﬁ%heﬂua ﬁgﬁfﬁsnﬁn@:ﬁm' kel ﬁ\?ﬂ komunikasi dan
koordinasi terkaif\N(erjasama militer dalaﬁl'\m:(lg penaamanan wilayah
perbatasan. 5!

Penempatan Indonesian Liaison Officer (ILO) oleh TNI di luar negeri
merupakan kegiatan membangun komunikasi dan koordinasi secara bilateral
di bidang militer yang terkait dengan kerjasama bidang operasi dan keamanan
perbatasan antara dua negara yang ditugaskan kepada personel TNI dengan

Angkatan Bersenjata negara counterpart. Tujuan dari penempatan ILO adalah

50 Jhon Spanier. 1984. “Games National Play: Analysing International Politics”. Fifth Edition. New
York: Holt, Reinhard & Winston.
51 Chautard, Sophie. 2009. “La Geopolitique. 2e edition”. Studyrama.
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untuk melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai berbagai kegiatan
yang terkait dalam penyelenggaraan kerjasama bidang operasi dan keamanan
perbatasan dengan negara counterpart sesuai nota kesepahaman yang telah
disepakati. Dalam pelaksanaannya, ada tiga macam ILO TNI, sesuai dengan
matranya, yaitu ILO TNI AD untuk perbatasan darat, ILO TNI AL untuk
perbatasan laut dan ILO TNI AU untuk perbatasan udara. Dalam
pelaksanaannya penempatan ILO harus disepakati kedua negara dan
dilakukan dengan perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman, hal ini
sejalan dengan UU RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri
yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hubungan luar negeri tersebut,
pemerintah perlu menjaga kepentingan nasionalnya dengan segala upaya,
baik dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama perjanjian internasional
secara bilateral ataupun multilateral.>?

Tugas dari ILO TNI berdasarkan-maira dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbatasan Darat (ILO TNI

1) Sebagai penghubung ara Pangdam dengan Panglima wilayah
darat negara lain yang berbatasan.

2) Melaporkan kegiatan kepada Asops Panglima TNI dan

Waasops Kasad selaku Ketua Tim Perancang Operasi Darat

(TPOD).

3) Berkoordinasi dengan Asops Kasdam sebagai anggota Tim

Perancang Opeﬁlﬂ %RMTWPX)
4) ﬁﬂj?‘?ﬁhﬁiﬂ aengan KomandoMUEﬁ%ﬁpﬁs\asional Angkatan

Bersenjala——riegara yang berbatasan mencaktp  operasi
pengamanan perbatasan, latihan bersama, patroli terkoordinasi dan
kegiatan lainnya.

5) Berkoordinasi dengan Liaison Officer (LO) negara counterpart
mengenai rencana TPOD dan kunjungan antar pejabat resmi kedua
negara maupun kegiatan lain yang bersifat bilateral.

6) Memantau dan mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan kedua

negara terkait dengan kerjasama keamanan perbatasan.

52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
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8)

9)

10)

11)

Perbatasan Laut (ILO TNLAL).

1)

2)

3)

4)

41

Memelihara komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan
Konsulat Jenderal RI, Athan RI, ILO TNI AL dan ILO TNI AU.
Membuat laporan perkembangan situasional secara berkala
maupun yang bersifat insidentil kepada Asops Panglima TNI
dengan tembusan kepada Pangdam terkait dan Athan Rl setempat.
Memberikan informasi yang dibutuhkan Panglima/Komandan
wilayah darat counterpart terkait dengan situasi keamanan wilayah
perbatasan dan pelaksanaan operasi patroli terkoordinasi.
Membantu berkoordinasi dalam penyelesaian masalah jika terjadi
pelanggaran wilayah atau tindak pidana di darat yang dilakukan
oleh salah satu warga kedua negara.

Bertanggung jawab kepada Asops Panglima TNI atas pelaksanaan

tugasnya.

Sebagal penghubun ntara. Panglima Armada RI dengan
Panglima Laut negara berbatasan.

Melaporkan kegiatan kepada Asops Panglima TNI dan
Waasops Kasal selak tua’Tim Perancang Operasi Laut (TPOL).
Berkoordinasi dengan
VIIl/Wirabuana sebagai anggota JOESC Philindo MC.

Berkoordinasi dengan Asops Koarmada RI sebagai anggota Tim

Perancang Opeba\s," Iﬁlﬂ Wlﬂ Malindo.

sops Pangarmatim dan Asops Kasdam

5) TIA(P\“'_FINA NAb‘ selaku Perwira per&hxkﬁ@w&porkan informasi

6)

7)

mengenal_perkembangan situasi di-wilayah-tugasaya kepada Kasal
dengan tembusan Panglima TNI dan Pangarmada.

Berkoordinasi dengan Komando Utama Operasional Angkatan
Bersenjata negara yang berbatasan mencakup operasi
pengamanan perbatasan, latihan bersama, patroli terkoordinasi dan
kegiatan lainnya.

Berkoordinasi dengan Liaison Officer (LO) negara counterpart
mengenai rencana kegiatan TPOL dan JOESC serta kunjungan
antar pejabat resmi kedua negara maupun kegiatan lain bersifat

bilateral.



8)

9)

10)

11)

12)

13)
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Memantau dan mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan kedua
negara terkait dengan kerjasama keamanan perbatasan.
Memelihara komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan
Konsulat Jenderal RI, Athan RI, ILO TNI AD dan ILO TNI AU.
Membuat laporan perkembangan situasional secara berkala
maupun yang bersifat insidentil kepada Asops Panglima TNI
dengan tembusan kepada Pangarmabar dan Athan RI.

Memberikan informasi yang dibutuhkan Panglima/Komandan
wilayah laut counterpart terkait dengan situasi keamanan perairan
wilayah perbatasan dan pelaksanaan patroli terkoordinasi.
Membantu berkoordinasi penyelesaian masalah jika terjadi
pelanggaran wilayah atau tindak pidana di laut yang dilakukan oleh
salah satu warga kedua negara.

Bertanggung jawab kepada Asops Panglima TNI atas pelaksanaan

tugasnya.

Perbatasan Udara (ILO TNI AU).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sebagai penghubung antara Pangkohanudnas dengan Panglima
wilayah udara negara lain yang berbatasan.

Melaporkan kegiatannya kepada Asops Panglima TNI dan
Waasops Kasau selaku Ketua Tim Perancang Operasi Udara
(TPOU).

Berkoordinasi %Wﬁﬁ\mwﬁangkohanudnas sebagai anggota

TTA'rNP ?SnNC?‘]g &peras! Udara (TP&LL#. N GRVA

Berkoerdinasi-"dengan Komando--Utama—Operasional  Angkatan
Bersenjata negara yang berbatasan meliputi operasi pengamanan
perbatasan, latihan bersama, patroli terkoordinasi dan kegiatan
lainnya.

Berkoordinasi dengan Liaison Officer (LO) negara counterpart
mengenai rencana kegiatan TPOU dan kunjungan antar pejabat
resmi kedua negara maupun kegiatan lain yang bersifat bilateral.
Memantau dan mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan

kedua negara dalam rangka kerjasama keamanan perbatasan.
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7) Memelihara komunikasi dan koordinasi dengan Perwakilan
Konsulat Jenderal RI, Athan RI. ILO TNI AD dan ILO TNI AL.

8) Membuat laporan perkembangan situasional secara berskala
maupun yang bersifat insidentil kepada Asops Panglima TNI
dengan tembusan kepada Pangkohanudnas dan Athan RI
setempat.

9) Memberikan informasi yang dibutuhkan Panglima/Komandan
wilayah udara counterpart terkait dengan situasi keamanan udara
wilayah perbatasan dan pelaksanaan patroli terkoordinasi.

10) Membantu berkoordinasi penyelesaian masalah jika terjadi
pelanggaran wilayah atau tindak pidana di udara yang dilakukan
oleh salah satu warga kedua negara.

11) Bertanggung jawab kepada Asops Panglima TNI atas pelaksanaan
tugasnya.

Keberadaan ILO TNI pada

sarnya merupakan suatu kebutuhan dari
kedua negara, baik melalui|permintaan dari negara counterpart atau keinginan
dari negara sendiri yang did | perfimbangan keamanan perbatasan.
Penempatan ILO TNI ini juga sari oleh adanya perjanjian kerjasama
pertahanan di bidang militer dan adanya persetujuan dari kedua negara. Hal
ini merupakan bagian dari dinamika atas perjanjian yang sudah ada, dengan
melakukan perubahan atas ketentuan yang didasari atas kesepakatan antara
kedua negara yang me{slﬁlﬁrR ReliF AN, kerjasama tersebut.53 Dalam
pelaksarn S-tugas MO TNI tdak tedepas dad #ndakan pengamanan,
administrzjiaﬁdlagEArlr\llaéalah hukum dari ﬁ&&ﬁgﬁ. Meski - dijamin
keamanannya oleh negara counterpart, tetapi ILO TNI harus tetap mengikuti
dan menaati aturan hukum yang berlaku di negara setempat, dengan kata
lain, ILO tidak memiliki kekebalan diplomatik.

Seperti yang terlihat pada Tabel 5. Saat ini terdapat 11 ILO TNI yang
tersebar di tiga negara yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura. Terkait dengan
wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara, dari dua negara yang memiliki

perbatasan dengan Indonesia, perlu adanya penempatan ILO TNI di Vietham

53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
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mengingat berdasarkan data yang ada, banyak terdapat kerawanan dan
pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut yang melibatkan Vietnam dan

Tiongkok, sedangkan Tiongkok tidak memiliki perbatasan dengan Indonesia

Tabel 5. Penempatan ILO TNI di Beberapa Negara Sahabat

No Negara Kota Penempatan
1 | Filipina 1. Davao 3. Pulau Bungao
2. Tibanban 4. Pulau Batu Ganding
2 | Malaysia 1. Penang 4. Tawau
2. Butterworth 5. Kuching
3. Kota Kinibalu 6. Sibu
3 | Singapura Information Fusion Centre (IFC)

Sumber: Pusat Kerjasama Internasional TNI, 2022

namun secara sepihak Tiongkek-menyatakan klaimnya berupa nine dash line
yang beririsan dengan wilayah-ZEE| di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu,
Indonesia perlu melaksanakan diplemasi militer secara aktif kepada Tiongkok
sehingga diharapkan akan  timbul pengeriian dan kesepahaman atau
setidaknya dapat mengetahui @pe rencana Tiongkok terhadap wilayah
tersebut, sehingga negara Indonesta dapat mengantisipasi kemungkinan yang
akan terjadi dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
memperkuat pertahanan negara serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah

tersebut. oHA ARMNM A

Keberac#qaq ILO TNI di Vietham mal{pun pepgkok menjadi penting
mengingat potensi- kekayaan alam yang besar dn LautNatuna- Utara dan
Indonesia harus mengamankan kepentingan Indonesia di wilayah tersebut.
Oleh karena itu penempatan ILO TNI di ketiga negara yakni Malaysia, Vietnam
dan Tiongkok sangat dibutuhkan. Meskipun di Malaysia telah terdapat enam
ILO TNI, tetapi penempatannya belum ada yang berada di kawasan
perbatasan laut kedua negara di Laut Natuna Utara yang tugasnya
melaksanakan kerjasama pengamanan perbatasan laut di wilayah yang
sangat strategis tersebut. Indonesia sangat menaruh perhatian di wilayah Laut
Natuna Utara, oleh karena itu Indonesia harus mengupayakan langkah-

langkah diplomatik kepada Malaysia, Vietham dan Tiongkok sebagai bagian
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dari kesepakatan kepada tiga negara tersebut untuk mencapai stabilitas
kawasan yang kondusif dengan tetap mempertahankan sistem internasional
yang berlaku.>* Upaya yang harus dilakukan oleh Kemhan, Mabes TNI dan
Mabes TNI AL adalah melakukan komunikasi dan kunjungan ke counterparts
di Malaysia, Vietnam dan Tiongkok untuk berkoordinasi, merencanakan dan
melaksanakan penempatan ILO di wilayah Laut Natuna Utara yang
merupakan kebutuhan untuk dilaksanakan dengan dasar pertimbangan
keamanan perbatasan. dengan adanya ILO TNI di ketiga negara tersebut,
dapat menjadi wujud dari peningkatan diplomasi militer yang dilakukan oleh
Indonesia, sehingga tugas TNI dalam meningkatkan pertahanan negara dan

menjaga stabilitas keamanan kawasan dapat diwujudkan.

Gambar 2. Peta Penempatan indonesian Liaison Officer (ILO) di Negara Sahabat
4 i (ST WYY . | TIBANBAN (ILOTNIAL) |

3 'g/{ DAVAO CITY (ILO TNIAL) |
o . s !

—{ BATUGANDING (ILO TNI AL) |

|

_‘F‘L BUNGAO (ILO TNI AL) l

| PENANG (LOTNIAD) | \ K77 | i@ e, it o o

v erAl &
SRRt TNI AD)J

’[ cummm_ommu\ DHARMMA "—Q_] , ,
N i TAN HANA‘t ,,lJCHING ILO TNIA[,, ‘MANGRV%

Sumber Petunjuk teknis perwira penghubung Indonésia di luar neégeri, 2014

] BUTTERWORTH (ILOTNIAU) |

Peningkatan Diplomasi Militer Untuk Memperkuat Pertahanan Negara
Guna memperkuat pertahanan negara, perlu dilakukan upaya
peningkatan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu bentuk
peningkatan penyelenggaraan pertahanan negara adalah melalui jalur
diplomasi pertahanan yang didalamnya ada diplomasi militer. Dalam

pelaksanaannya, terdapat tujuh bentuk diplomasi militer, yaitu pertemuan

54 Jhon Spanier. 1984. “Games National Play: Analysing International Politics”. Fifth Edition. New
York: Holt, Reinhard & Winston.
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(meeting), pertukaran kunjungan (exchange visit), latihan bersama (joint
exercise), patroli terkoordinasi (coordinated patrol), pendidikan dan latihan
(education and training) dan penempatan Atase Pertahanan dan Indonesian
Liaison Officer (ILO), Pengiriman pasukan perdamaian PBB (Peace
Keeping). Bila dikaitkan dengan wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan
dengan Malaysia dan Vietnam serta berhadapan dengan agresifitas
Tiongkok, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ada
tiga bentuk diplomasi militer yaitu patroli terkoordinasi, latihan bersama dan
penempatan Indonesian Liaison Officer (ILO), yang belum dilaksanakan dan
sangat penting untuk dilakukan karena ketiga bentuk diplomasi militer
tersebut dilakukan di lapangan atau di wilayah perbatasan laut kedua negara
sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesepahaman dari unsur
pelaksana di lapangan dan outputnya adalah berkurangnya pelanggaran
yang terjadi di wilayah tersebut _dan ikut bertanggung jawab bersama
menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Dalam kebijakan pertahanan tabhun 2022, terdapat dua butir kebijakan
yang relevan dilaksanakannya diplomasi militer di wilayah Laut Natuna
Utara, yaitu (1) penguatan kerj@asama pertahanan dan keamanan dengan
negara-negara Asia Tenggara dan negara lainnya, sehingga saling percaya,
penguatan kemampuan pertahanan dan profesionalitas TNI sebagai
penunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, dan (2)
pembentukan satuan perukSI daiam satuan satuan TNI yang harus
dlsesualkarr kﬁebwtuhan datam pengoptlmalﬁn tuga,s‘ ﬂan fungS| TNI pada
operasi m|I|ter perang maupun operasi militer selam perang

Apabila dianalisis antara kebijakan pertahanan tahun 2022 dengan
diplomasi militer yang pernah dilakukan dengan ketiga negara, yaitu
Malaysia, Vietnam dan Tiongkok, maka dapat ditemukan keterkaitannya
bahwa diplomasi militer yang membutuhkan peningkatan dalam
pelaksanaannya, ternyata merupakan kebijakan pertahanan tahun 2022. Hal
ini juga menunjukkan bahwa peningkatan diplomasi militer di wilayah Laut
Natuna Utara dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan
pertahanan negara tahun 2022. Selanjutnya, keterkaitan tiga bentuk

diplomasi militer yang perlu ditingkatkan dengan dua butir kebijakan
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pertahanan negara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6. Dalam Tabel
tersebut dinyatakan bahwa patroli terkoordinasi dan latihan bersama
merupakan implementasi dari kebijakan pertahanan tahun 2022 sebagai
penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara
Asia Tenggara dan negara lainnya.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam kegiatan patroli
terkoordinasi, sebelumnya telah banyak dilakukan, tetapi tidak pernah
dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara. Kegiatan patroli terkoordinasi,
lebih banyak dilakukan di Selat Malaka yang juga merupakan perbatasan
Indonesia dan Malaysia. Sedangkan patroli terkoordinasi antara Indonesia
dan Vietham maupun dengan Tiongkok, belum pernah dilakukan
sebelumnya. Hal ini menjadi peluang peningkatan diplomasi militer yang
harus dilakukan oleh Indonesia melalui TNI khususnya TNI AL untuk
menjalin kerjasama dalam hal_pat:oli_terkoordinasi dengan ketiga negara
tersebut di wilayah Laut Natuna Utara.

Dalam hal kerjasama berupa. latihan bersama, Indonesia pernah
melaksanakannya dengan\Malaysia dan Tiongkok namun pelaksanaannya
belum pernah dilaksanakan di Laut Natuna Utara. Kerjasama Indonesia dan
Malaysia dalam hal latihan bersama yang pernah dilaksanakan adalah
Malindo Darsasa, Harimau Satya, Kekar Malindo, dan Elang Malindo.
Kemudian kerjasama dengan Tiongkok juga pernah dilakukan dengan jenis
latihan bersama seperti Laufla}ﬂ ‘ﬁm; ﬁe[err untuk matra darat, Sharp Knife
Airbone uptuk ﬂw?tra uctara serta Passiig EXﬂT:I?(‘E S ‘dan Manuyer Taktis
untuk maira faut; sedangkan kerjasama Indonesna dengan Vietnam dalam
kegiatan latihan bersama belum pernah dilakukan. Hal ini menjadi peluang
bagi TNI AL sebagai alat pertahanan negara untuk melaksanakan diplomasi
militer guna menjalin dan memperkuat kerjasama dalam bentuk latihan
bersama dengan ketiga negara tersebut di wilayah Laut Natuna Utara.
Dengan melakukan kegiatan latihan bersama, dapat menumbuhkan rasa
saling percaya, penguatan kemampuan pertahanan dan profesionalitas TNI
serta sebagai penunjang diplomasi pertahanan dan wujud dari diplomasi

militer yang mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.
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Tabel 6. Pemetaan Diplomasi Militer dan Kebijakan Pertahanan di Laut Natuna Utara

KEBIJAKAN PERTAHANAN TAHUN 2022

Penguatan kerjasama Pembentukan satuan
pertahanan dan keamanan produksi dalam satuan-
dengan negara-negara Asia satuan TNI yang harus

Tenggara dan negara lainnya | disesuaikan kebutuhan ...

Patroli Malaysia: Ada (bukan di Laut
Terkoordinasi | Natuna Utara)
(Coordinated | vjetnam: Tidak Ada

o Patrol) Tiongkok: Tidak Ada

|_

—| Latihan Malaysia: Ada (bukan di Laut

=| Bersama Natuna Utara)

2 (Joint. Vietnam: Tidak Ada

= Exercise) Tiongkok: Ada (bukan di Laut

9 Natuna Utara)

o

Aa| Penempatan Malaysia: Ada (bukan di Laut
Indonesian Natuna Utara)
Liaison Vietnam: Tidak Ada
Officer (ILO) l Tiongkok: Tidak Ada

Sumber: Pusat kerjasama Internasional-TNI; 2022

Penempatan Indonesian Liaison Officer (1.O), dapat dikatakan sebagai
salah satu upaya TNI dalam mengmmplementasikan kebijakan pembentukan
satuan produksi dalam satuan-satuan TNl yang harus disesuaikan dengan
kebutuhan dalam pengoptimalan tugas dan fungsi TNI pada operasi militer
perang maupun operaSIl rmllte T \qﬁl r? perang. Penempatan Indonesian
Liaison fo\ﬂel AN ni bertUjuan untuk meD omumkasman dan

AN / A' H 1]
mengkoordnnasnkan“ 8fcara bilateral terkait bi'da g opera5| daa” keamanan
perbatasan antar dua negara yang dilakukan oleh perwira TNI dengan
Angkatan Bersenjata negara counterpart. Diantara ketiga negara, hanya

Malaysia yang sudah memiliki ILO, namun penempatannya tidak berada di
sekitar atau berhadapan langsung dengan perbatasan laut kedua negara di
Laut Natuna Utara. Lain halnya dengan negara Vietnam dan Tiongkok,
Indonesia tidak memiliki ILO, hal ini merupakan peluang bagi TNI untuk
melaksanakan diplomasi militer dalam bentuk penempatan ILO yang
merupakan arah kebijakan pertahanan dalam membentuk satuan-satuan TNI

sesuai kebutuhan.
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Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa diplomasi
militer dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan
ILO merupakan implementasi dari kebijakan pertahanan tahun 2022 yang
dapat dilakukan oleh TNI / TNI AL dan hal ini juga telah mempertimbangkan
dinamika geopolitik dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut
Natuna Utara. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan diplomasi dengan
mengedepankan negosiasi hamun pelaksanaannya tetap mengutamakan
kepentingan negara.>® Dari tujuh bentuk diplomasi militer menurut Blueprint
diplomasi militer TNI tahun 2019-2024, ada tiga bentuk diplomasi militer yaitu
patroli terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan Indonesian Liaison
Officer (ILO), yang belum dilaksanakan oleh Indonesia dan sangat penting
untuk dilakukan, mengingat ketioa bentuk diplomasi militer tersebut dilakukan
di area operasi atau di wilayah perbatasan laut sehingga diharapkan dapat
menimbulkan kesepahaman unsur-unsur dilapangan, terutama unsur-unsur

ketiga negara yaitu Malaysia, Vi m dan Tiongkok. Diplomasi militer yang

dilakukan oleh TNI, pada dasar adalah untuk meningkatkan pertahanan

negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sekaligus njaga stabilitas keamanan Kawasan,

khususnya di Laut Natuna Utara.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA

55 Setiawan, Asep. 2016. “Teori dan Praktik Diplomasi”. Jakarta: Fakultas limu Sosial dan limu
Politik Universitas Muhammadiyah.



BAB IV
PENUTUP

18. Simpulan

Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah perbatasan laut yang
mengandung sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah, namun masih
sering terjadi pelanggaran batas wilayah oleh kapal negara lain untuk
mengeksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah tersebut, dan posisinya
yang strategis sebagai pintu masuk ALKI | dari arah utara menyebabkan
munculnya potensi kejahatan lainnya, seperti pembajakan, perdagangan
manusia, maupun kejahatan lintas negara. Untuk memperkuat pertahanan
negara dan menegakkan serta menjamin kedaulatan wilayah Laut Natuna
Utara dari hasil analisa, Indonesia masih dapat meningkatkan tiga bentuk
diplomasi militer yaitu patroli terkoordinasi (coordinated patrol), latihan
bersama (joint exercise) dan penempatan Indonesian liaison officer (ILO)
kepada tiga negara, dua diant ya berbatasan langsung yaitu Malaysia
dan Vietnam, dan Tiongkok gmmemiliki agresifitas dengan klaim
sepihaknya nine dash line.

Patroli terkoordinasi meripakan salah satu bentuk diplomasi militer,
berupa kegiatan kerja sama internasional yang dilandasi perjanjian bidang
operasi dengan melaksanakan patroli secara bersama-sama di wilayah
kedaulatan masing-masing. Hal_fersebut_dilakukan untuk meningkatkan
keamanan Kawasan (seg,lmﬁ en%Mélnent), membangun kepercayaan
(confidenIeA B]Jﬁlcﬁwbl%easure), diplomasiwgzﬁvebnﬂik (preventive
diplomast)~dan meningkatkan kemampuan pertahanan (aefense capacity).
Selama ini patroli terkoordinasi dengan Malaysia, Vietham dan Tiongkok
tidak pernah dilakukan di Laut Natuna Utara. Patroli yang pernah dilakukan
dengan Malaysia yaitu patkor Malindo dan Optima, keduanya dilaksanakan
di Selat Malaka. Dengan adanya peningkatan kegiatan patroli terkoordinasi
dengan Malaysia dan pelaksanaan pertama kalinya dengan Vietnam dan
Tiongkok, diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara guna menjaga

kedaulatan dan keutuhan NKRI.
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Latihan bersama merupakan salah satu bentuk kerja sama latihan skala
internasional antara TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain yang
bertujuan meningkatkan kemampuan naluri tempur personel TNI dalam
rangka meningkatkan kemampuan pertahanan (defense capacity),
keamanan kawasan (security enhancement) dan membangun kepercayaan
(confidence building measure) serta diplomasi pencegah konflik (preventive
diplomasi). Diplomasi militer dalam bentuk latihan bersama dengan Malaysia,
Vietham dan Tiongkok dapat ditingkatkan dan dilaksanakan di Laut Natuna
Utara, karena Indonesia sebagai host dapat merencanakan latihan dengan
menggunakan Peta milik Indonesia dan membuat scenario latihan yang
didalamnya memuat dengan jelas batas-batas negara Indonesia dengan
negara Malaysia, Vietham dan Tiongkok, sehingga diharapkan timbul
pengertian dan kesepahaman mengenai batas-batas negara dan bersama-
sama wajib menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tersebut.

Penempatan Indonesian Liaison Officer (ILO) oleh TNI di luar negeri
merupakan upaya membangun kemunikasi dan koordinasi secara bilateral
terkait kerja sama bidang\ operasl dan keamanan perbatasan antara dua
negara sesuai nota kesepahaman yengtelah disepakati. Ada tiga macam ILO
TNI, yaitu ILO TNI AD untuk perbatasan darat, ILO TNI AL untuk perbatasan
laut dan ILO TNI AU uniuk perbatasan udara. Keberadaan ILO merupakan
kebutuhan dari kedua negara, baik melalui permintaan atau keinginan yang
didasari pertimbangan: keqm%l pgrb@tqsan adanya perjanjian kerja sama
pertahanaga adanya persetUJuan dari~kedua n Fay Saat ini terdapat 11
ILO>TNI je[‘ngqjersebar i tiga negara: F|I|p|na?l\%alaj§j dan Slngapura Terkait
dengan wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara, perlu adanya penempatan
ILO di Vietham mengingat banyak terdapat kerawanan dan pelanggaran yang
terjadi di wilayah tersebut yang melibatkan Viethnam dan Tiongkok, sedangkan
Tiongkok tidak memiliki perbatasan dengan Indonesia, namun secara
sepihak menyatakan klaimnya berupa nine dash line yang beririsan dengan
ZEEI, Oleh karena itu, Indonesia perlu melaksanakan diplomasi militer secara
aktif kepada Tiongkok sehingga diharapkan timbul pengertian dan
kesepahaman atau setidaknya dapat mengetahui apa rencana Tiongkok

terhadap wilayah tersebut, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan yang
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akan terjadi dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
memperkuat pertahanan negara serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah
tersebut. Sedangkan dengan Malaysia telah terdapat enam ILO, tetapi
penempatannya belum ada yang berada di kawasan perbatasan laut kedua
negara di Laut Natuna Utara yang tugasnya melaksanakan kerjasama
pengamanan perbatasan laut, oleh karena itu penempatan ILO di ketiga
negara yakni Malaysia, Vietham dan Tiongkok sangat dibutuhkan.

Apabila dicermati ketiga diplomasi militer tersebut juga merupakan
implementasi dari kebijakan pertahanan tahun 2022. Peningkatan diplomasi
militer yang dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara adalah upaya untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan telah mempertimbangkan
dinamika geopolitik dan perkembangan lingkungan strategis di wilayah
tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertahanan negara guna
menjaga kedaulatan dan keutuhan-NKRI, Indonesia perlu melakukan tiga
bentuk diplomasi militer di Laut Natuna Utara yaitu: patroli terkoordinasi,
latihan bersama dan penempatan ILO.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab
sebelumnya dan mengingat dua poin kebijakan pertahanan tahun 2022 yang
dapat diimplementasikan pada tiga bentuk diplomasi militer, yaitu patroli
terkoordinasi, latihan bersamaﬂ gan ,pengmpatan Indonesian liaison officer
(HLO), maka qdﬁl beberapa hal yang men*ale rgkqmendasn kepada para
pentangke kepentmgan terkait dengan ketiga dlplomaSI Aliliter-tersebut di
wilayah Laut Natuna Utara guna memperkuat pertahanan negara, yaitu
sebagai berikut:
a. Kementerian Pertahanan RI:
1) Membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan diplomasi militer
di wilayah Laut Natuna Utara.
2) Melakukan komunikasi dan kunjungan ke Kementerian
Pertahanan Malaysia, Vietnam dan Tiongkok guna membahas
kebijakan pelaksanaan diplomasi militer dan kerjasama

pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara.
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Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk
menyiapkan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.
Menyiapkan dukungan alutsista untuk pelaksanaan kegiatan
diplomasi militer di wilayah Laut Natuna Utara.

Markas Besar TNI:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan komunikasi dan kunjungan ke Markas Besar Angkatan
Bersenjata Malaysia, Vietham dan Tiongkok untuk membahas
kerjasama militer tentang patroli terkoordinasi, latihan bersama,
dan penempatan Indonesian liaison officer (ILO) di wilayah Laut
Natuna Utara.

Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pertahanan Rl dengan
membuat aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan patroli
terkoordinasi, latihan- bersama, dan penempatan Indonesian

liaison officer (ILO) di yah Laut Natuna Utara.

Melakukan perencan kegiatan patroli terkoordinasi, latihan

bersama dan pene an Indonesian liaison officer (ILO) di
wilayah Laut Natuna a.

Menyiapkan alutsista ~untuk pelaksanaan patroli terkoordinasi,
latihan bersama, dan penempatan Indonesian liaison officer (ILO)

di wilayah Laut Natuna Utara.

Mengalokasika&gwgpzm M}&Ik kebutuhan pelaksanaan patroli

fﬂrﬁ)ﬂ%rﬁa latihan bersama, IvclianMa‘ﬁIchl;tQatan Indonesian

haisor-alficer(1LO) di wilayah Laut l\@tuna Utara.
Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli terkoordinasi,
latihan bersama, dan penempatan Indonesian liaison officer (ILO)

yang dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara.

Markas Besar TNI AL:

1)

Melakukan komunikasi dan kunjungan kepada Markas Besar
Tentera Laut Diraja Malaysia, Angkatan Laut Vietham dan
Angkatan Laut China guna membahas tentang patroli

terkoordinasi, latihan bersama dan penempatan Perwira AL
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sebagai Liaison Officer di masing-masing negara yang berbatasan
dan berkepentingan di wilayah Laut Natuna Utara.

Menindaklanjuti perencanaan kegiatan patroli terkoordinasi,
latihan bersama, dan penempatan Indonesian liaison officer (ILO)
di wilayah Laut Natuna Utara.

Membentuk Satuan tugas pelaksana patroli terkoordinasi, latihan
bersama dan penempatan ILO.

Menyiapkan SDM dan menunjuk personel TNI AL sebagai
pengawak kegiatan patroli terkoordinasi, latihan bersama, dan
penempatan Indonesian liaison officer (ILO) di wilayah Laut
Natuna Utara.

Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ketiga
dilpomasi militer tersebut.

Menyiapkan alutsista-untuk pelaksanaan patroli terkoordinasi dan

latihan bersama di wil h LLaut Natuna Utara.

Melaksanakan Latihan Pra Tugas semua personil yang terlibat
pelaksanaan  patroli® terkoordinasi,  latihan bersama, dan
penempatan Indonesianliaison officer (ILO).

Melaksanakan ~ kegiatan = diplomasi militer berupa patroli
terkoordinasi, latihan bersama, dan penempatan Indonesian

liaison officer (ILO) di wilayah Laut Natuna Utara.

Melakukan evalﬁ%\m?ﬂaﬁ kegiatan patroli terkoordinasi,

.l—ﬁtm_rl bers)'&ma, dan penempatar}\}lrgj(l)\i]gﬁv&ison officer (ILO)

diwitayah Laut'Natuna Utara.
Jakarta,  Agustus 2022

Penulis

Azwan Yusuf, M.Tr.Opsla
Kolonel Laut (P) NRP. 10340/P
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